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ABSTRAK 
 
 
 
Kota Sibolga dan sejumlah kota pantai lainnya di Indonesia merupakan 
kota yang rawan terhadap bencana gempa dan tsunami. Manusia tak kuasa 
mencegah terjadinya gempa dan tsunami, manusia hanya dapat melakukan upaya 
mitigasi untuk meminimalkan korban jiwa dan kerugian materi yang ditimbulkan 
bencana gempa dan tsunami. Upaya mitigasi bencana yang dapat dilakukan 
adalah pengembangan jaringan jalan untuk mempercepat pergerakan penduduk 
menuju zona aman sehingga korban jiwa dan kerugian materi dapat 
diminimalkan.  
Sistem peringatan dini bencana tsunami yang dimiliki oleh BMG bisa 
mendeteksi kemungkinan tsunami dalam interval 10-15 menit setelah gempa 
terjadi. Tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi terjadi berkisar 20 menit 
setelah gempa bumi sehingga waktu evakuasi masyarakat sangat singkat yakni 5-
10 menit setelah ada informasi kemungkinan tsunami oleh BMG.  
Zona tujuan pergerakan penduduk pada saat bencana adalah kawasan 
pegunungan, sebagian besar penduduk bergerak dengan berjalan kaki sehingga 
perlu pengembangan jalan trotoar bagi pejalan kaki. Sebagian penduduk bergerak 
menggunakan kendaraan sehingga perlu pelebaran jalan dan radius persimpangan 
jalan, khususnya pada ruas jalan yang menghubungkan ke zona aman. Pada 
kawasan pusat kota dan permukiman pesisir pantai bisa dibuat jalan alternatif 
untuk mengurangi arus lalulintas yang melalui jalan-jalan di pusat kota. Kondisi 
eksisting dan rencana pengembangan jaringan jalan Kota Sibolga yang 
mengakomodir upaya mitigasi bencana sesuai skenario kombinasi dapat 
disimulasikan dengan menggunakan ekstension NetWork Analyst program 
ArcView GIS. Simulasi digunakan untuk pencarian rute tercepat, pencarian zona 
aman terdekat dan lingkup area zona aman baik dengan berjalan kaki ataupun 
menggunakan kendaraan.  
Kondisi eksisting jaringan jalan Kota Sibolga berdasarkan analisis belum 
mengakomodir upaya mitigasi bencana sehingga dibutuhkan pengembangan 
jaringan jalan Kota Sibolga sesuai skenario kombinasi dengan melakukan 
intervensi pengembangan pada setiap simpul jalan. Intervensi yang dilakukan 
dengan memperhatikan kondisi eksisting jaringan jalan, kebutuhan 
pengembangan, dan ketersediaan lahan untuk pengembangan jaringan jalan Kota 
Sibolga. Berdasarkan hasil simulasi setelah adanya intervensi pengembangan 
jaringan jalan maka penduduk pada kawasan pantai dapat bergerak ke zona aman 
dalam waktu yang kurang dari 15 menit sehingga ada pengurangan waktu tempuh 
yang signifikan. Dengan waktu tempuh pergerakan mitigasi bencana yang kurang 
dari 15 menit maka penduduk akan aman dari bencana. 
 
Kata kunci: Jaringan jalan, Gempa dan tsunami, NetWork Analyst. 
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ABSTRACT 
 
 
  
Sibolga and other coastal city in Indonesia are city where gristle of 
earthquake disaster and tsunami. Human do not have the power to prevent the 
occuring of earthquake and tsunami, human can only try to mitigate for the items 
loss and soul victim minimization generated by an earthquake disaster and 
tsunami. Strive mitigate disaster that should be done is road network development  
for quicken resident movement to safety zone where could be protected from 
tsunami. 
Tsunami early warning system owned by BMG can detect the possibility 
of tsunami in 10-15 minutes after earthquake happened. Tsunami, resulted by a 
earthquake, occurred about 20 minutes after the earthquake, so that briefest time 
evacuate public is about 5-10 minutes after tsunami possibility information by 
BMG. 
The destination zone of public movement when disaster were mountain 
area, majority of public  walked to the zone. Hence, development of  pavement is 
needed for pedestrian. The other public  movement  using motorcycle or car hence 
need road enlargement, specially at streets that interfacing to the  safety zone. At 
coastal and downtown area can be made an alternative road to lessen current 
traffic which is through taking in downtown. The  road network  development  
plan  of Sibolga  that accommodate disaster mitigate can be simulated by using 
Network Analyst extension of Arcview GIS program. Simulation is used for 
seeking the best route, seeking safety zone closest and scope of  safety zone area 
by using transportation mode. 
The road network existing condition  of Sibolga can not accommodated 
for the effort of disaster mitigate. Hence, road network development of Sibolga is 
required according to the scenario of combination by intervencing development in 
each road node. Intervention paid attention as development requirement, 
condition of road network existing and land availability for road network 
development.  
 
 Keyword: Road network, earthquake and tsunami, network analyst. 
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 BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 Sesuai dengan perkembangan zaman, kegiatan manusia dalam memenuhi 
tuntutan kehidupan sosial ekonominya tentu akan mengalami perubahan seperti 
perkembangan pendapatan masyarakat, kemajuan IPTEK, pertumbuhan penduduk 
yang pesat, urbanisasi, dan lain-lain. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut secara 
fisik mempunyai jarak dari diri manusia. Disinilah eksistensi dari transportasi 
untuk mendukung dan mempermudah manusia dalam mencapai tujuan sosial 
ekonominya.  Sistem transportasi dari waktu ke waktu akan berkembang sejalan 
dengan perkembangan sisem aktivitas sosial ekonomi manusia (Miro, 1997). 
Sebaliknya juga demikian, perubahan yang terjadi dalam sistem aktivitas sosial 
ekonomi akan menuntut kebutuhan transportasi. 
Sistem aktivitas sosial ekonomi manusia berubah tatkala bencana 
melanda suatu daerah. Perubahan tersebut menuntut  pemenuhan kebutuhan 
transportasi pada daerah yang rawan bencana. Pada daerah yang rawan bencana, 
pengembangan jaringan jalan tidak hanya untuk perkembangan ekonomi 
perkotaan tetapi juga sebagai upaya mitigasi bila terjadi bencana.  
Pada tanggal 26 Desember 2004 dan 28 Maret 2005, gempa bumi yang 
berskala  sangat kuat (8,9 skala Richter) telah terjadi di Samudera Hindia di lepas 
pantai barat Pulau Sumatera. Gempa yang kemudian menyebabkan gelombang 
tsunami ini telah memporak-porandakan sebagian besar wilayah Aceh dan Nias di 
wilayah Indonesia, (Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, 
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Sumatera Utara, 2005). Telah terjadi 18 kali gempa bumi kuat di Indonesia yang 
merusak dan mengakibatkan korban jiwa, antara lain: gempa diikuti tsunami di  
Flores tahun 1992, gempa diikuti tsunami Banyuwangi tahun 1994, gempa diikuti 
tsunami Biak tahun 1996, gempa diikuti tsunami Maluku tahun 1998, gempa 
Nabire tahun 2004 (dua kali), gempa diikuti tsunami Aceh tahun 2004, gempa 
Nias tahun 2005. Hal ini menunjukkan hampir setiap tahun wilayah kita 
mengalami bencana gempa yang merusak dan membunuh (Subakti, 2005).  
Setelah terjadinya gempa yang banyak menimbulkan kerusakan, 
rehabilitasi merupakan salah satu komponen penting dalam siklus manajemen 
bencana. Agar rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana tsunami 
berjalan secara baik dan benar sehingga menjadikan wilayah tersebut lebih damai, 
makmur, berkeadilan dan aman dari bencana alam serta kerusakan lingkungan 
lainnya maka program (upaya) membangun kembali kedua wilayah itu 
pascabencana tsunami harus mencakup aspek fisik dan prasarana wilayah, aspek 
ekonomi, sosial-budaya, dan politik-keamanan.  
 Membuat suatu wilayah atau kota yang bebas dari bencana alam adalah 
sesuatu yang tidak mungkin karena bencana alam berkaitan dengan proses alam 
yang tidak bisa dihindari. Yang dapat dilakukan adalah meminimalkan dampak 
yang ditimbulkan oleh bencana alam melalui upaya mitigasi, diantaranya adalah 
penyediaan sistem peringatan dini (early warning system) dan penataan ruang 
wilayah/kota yang berbasis pada kerentanan terhadap bencana alam. Mitigasi 
bencana merupakan upaya preventif yang harus diterapkan di lokasi rawan gempa 
dan tsunami. Untuk kelancaran upaya mitigasi maka harus diperhatikan sarana 
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dan prasarana transportasi yang ada pada kawasan permukiman di sekitar pantai 
yang rawan bencana sampai ke tempat evakuasi yang dianggap aman dari 
bencana. Dengan demikian, korban jiwa dan kerugian materi seperti yang terjadi 
di pantai Barat Sumatera yang diakibatkan gempa dan tsunami dapat 
diminimalkan. 
Daerah yang berada di pesisir Barat Sumatera merupakan sebagian dari 
daerah pesisir Indonesia yang berada relatif dekat dengan subduction zone. Pada 
subduction zone terjadi pertemuan lempeng benua dan lempeng samudra 
(lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di utara dan lempeng 
Pasifik di timur) yang bersifat menghujam dan potensial menimbulkan tsunami 
besar setiap periode tertentu. Lempeng-lempeng tersebut bergerak sehingga pada 
periode tertentu saling bertabrakan. Proses alami ini menghasilkan gempa 
tektonik. Karena terjadi di dasar laut, gempa tersebut menimbulkan gelombang 
pasang (tsunami). Selain pesisir barat Sumatera, daerah yang relatif dekat dengan 
subduction zone adalah pesisir selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dengan 
demikian, banyak kota-kota pantai di Indonesia yang rentan terhadap bencana 
alam tsunami (Mukaryanti, 2005). Kota-kota yang rawan bencana gempa dan 
tsunami tersebut ditunjukkan dalam peta 1.1 dan 1.2.  
Selain di Aceh dan pulau Nias, akibat dari tsunami dirasakan langsung di 
Kota Sibolga. Bila dibandingkan dengan kerusakan fisik di Aceh dan pulau Nias, 
dampak kerusakan fisik di Kota Sibolga tidak terlalu parah. Meski tidak terlalu 
parah, Kota Sibolga praktis menjadi lumpuh selama kurang lebih dua minggu 
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pascabencana. Kelumpuhan ini terjadi disebabkan kondisi alam yang belum stabil 
karena masih sering terjadi gempa susulan.  
Jaringan jalan Kota Sibolga sebagai prasarana transportasi kota pantai 
(water front city) memiliki pola grid.  Pola grid jaringan jalan mengakibatkan 
adanya titik-titik kemacetan lalulintas pada saat volume jalan melebihi 
kapasitasnya. Kelebihan kapasitas ini diakibatkan seluruh masyarakat kota 
bergerak bersamaan secara tidak teratur dari tempatnya berada menuju lokasi 
yang dianggap lebih aman pada saat terjadi gempa. Pola grid harus dilengkapi 
dengan jalan koridor untuk mempermudah pergerakan masyarakat pada saat 
bencana. Dengan adanya jalan koridor maka pergerakan masyarakat akan 
divergen sehingga mengurangi titik-titik kemacetan dan semakin sedikit waktu 
yang diperlukan untuk upaya evakuasi.  
Jaringan jalan yang baik pada kota yang rawan bencana gempa dan 
tsunami harus mampu mengkomodir upaya mitigasi untuk meminimalkan korban 
jiwa dan kerugian bila terjadi bencana gempa dan tsunami. Salah satu upaya untuk 
mengurangi korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan akibat gempa dan 
tsunami tersebut adalah pengembangan jaringan jalan yang mengakomodir upaya 
mitigasi dan evakuasi bila terjadi bencana pada kota-kota pantai yang rawan 
gempa dan tsunami di Indonesia. Menyadari pentingnya hal tersebut, penelitian 
ini mencoba melakukan kajian pengembangan jaringan jalan pada kota yang 
rawan bencana gempa dan tsunami dengan studi kasus  Kota Sibolga.  
  
5
  
6
  
  
7
1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan pembangunan di kota yang rawan bencana gempa dan 
tsunami dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, karakteristik fisik alam pada 
kota yang rawan bencana gempa dan tsunami sehingga jaringan jalan kota  harus 
mampu mengakomodir upaya mitigasi bencana untuk meminimalkan korban jiwa 
dan kerugian materi bila terjadi bencana gempa dan tsunami; Kedua, 
bertambahnya volume arus kendaraan yang menggunakan jaringan jalan 
sedangkan ketersediaan prasarana transportasi sangat terbatas; Ketiga, 
perkembangan kota yang tidak diimbangi oleh pengembangan jaringan jalan 
untuk pengembangan perkotaan yang rawan bencana.  Dengan demikian, secara 
sederhana rumusan permasalahan utama dalam kajian ini adalah: ’’kondisi 
jaringan jalan yang kurang mendukung upaya mitigasi bencana pada kota 
yang rawan gempa dan tsunami’’. Dari rumusan masalah tersebut pertanyaan 
penelitian (research question) adalah: ”Bagaimana konsep pengembangan 
jaringan jalan pada kota yang rawan bencana gempa dan tsunami?” 
1.3 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengembangan 
jaringan jalan yang dapat mengakomodir upaya mitigasi bencana untuk 
meminimalkan korban jiwa dan kerugian materi pada kota yang rawan bencana 
gempa dan tsunami dengan studi kasus Kota Sibolga. 
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1.3.2 Sasaran Penelitian 
Sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi kondisi fisik alam pada kota yang rawan bencana gempa 
dan tsunami yang diduga mempengaruhi pengembangan jaringan jalan kota. 
2. Mengidentifikasi pola jaringan jalan eksisting Kota Sibolga. 
3. Mengidentifikasi jaringan jalan yang dapat mengakomodir upaya mitigasi 
bencana gempa dan tsunami melalui kajian literatur. 
4. Menganalisis pola pergerakan masyarakat pada saat terjadi bencana. 
5. Menganalisis pengembangan jaringan jalan yang dapat mengakomodir 
upaya mitigasi bencana gempa dan tsunami. 
6. Membandingkan jaringan jalan eksisting Kota Sibolga dengan jaringan 
jalan yang mengakomodir upaya mitigasi bencana gempa dan tsunami. 
7. Simulasi model jaringan jalan Kota Sibolga dengan menggunakan NetWork 
Analyst ArcView GIS. 
1.3.3 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman masyarakat dan 
pemerintah tentang bagaimana peran sistem transportasi dalam upaya mitigasi 
bencana guna meminimalkan dampak bencana khususnya bencana gempa dan 
tsunami. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi 
pemerintah untuk penyusunan sistem transportasi kota-kota pantai yang rawan 
terhadap bencana gempa dan tsunami di Indonesia pada umumnya, dan Kota 
Sibolga pada khususnya. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharap menambah 
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wawasan untuk memperhatikan kondisi rawan bencana alam dalam perencanaan 
sistem transportasi kota. 
1.4 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup substansial dan 
spasial. Ruang lingkup substansial bertujuan membatasi materi pembahasan 
sedangkan ruang lingkup spasial bertujuan untuk membatasi lingkup wilayah 
kajian  
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 
Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 
pengembangan jaringan jalan pada kota yang rawan bencana gempa dan tsunami 
dengan identifikasi dan analisis dari kondisi fisik kawasan rawan bencana gempa 
dan tsunami serta sistem transportasi kota eksisting. Selain itu, diidentifikasi pola 
jaringan jalan pada kota yang rawan bencana berdasarkan kajian literatur.  
Lingkup analisis transportasi kota dengan melakukan analisis pergerakan 
pada saat bencana dan analisis pengembangan jaringan jalan yang mengakomodir 
upaya mitigasi bencana gempa dan tsunami. Kemudian membandingkan kondisi 
eksisting jaringan jalan Kota Sibolga dengan konsep pengembangan jaringan jalan 
yang mengakomodir upaya mitigasi bencana. Konsep jaringan jalan Kota Sibolga 
akan disimulasikan dalam bentuk model jaringan jalan dengan aplikasi extension 
NetWork Analyst program Arc View GIS (Geography Information System).  
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1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 
Secara administratif daerah penelitian merupakan wilayah Kota Sibolga, 
Propinsi Sumatera Utara (lihat peta 3.1). Alasan dipilihnya kota Sibolga sebagai 
daerah penelitian adalah kejadian gempa dan tsunami Aceh-Nias pada tanggal 26 
Desember 2004 dan 28 Maret 2005. Kota Sibolga merupakan salah satu kota yang 
mengalami kerusakan akibat bencana gempa dan tsunami Aceh-Nias. Kota 
Sibolga sebagai pusat pertumbuhan wilayah pantai barat Sumatera Utara berperan 
sangat vital dalam upaya penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana 
gempa dan tsunami yang menghancurkan pulau Nias. Kota Sibolga merupakan 
lokasi pengungsian korban bencana dari Pulau Nias, dan berperan sebagai tempat 
penyalur bantuan kemanusiaan menuju Aceh dan pulau Nias.   
1.5 Kerangka Pemikiran 
Penelitian kajian pengembangan jaringan jalan pada kota yang rawan 
bencana gempa dan tsunami dengan studi kasus kota Sibolga dilatarbelakangi oleh 
terjadinya bencana gempa tsunami pada 26 Desember 2004 dan 28 Maret 2005 
yang menelan banyak korban jiwa di Aceh dan Sumatera Utara. Untuk 
meminimalkan korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut maka 
perlu dikembangkan jaringan jalan yang mengakomodir upaya mitigasi bencana.  
Kondisi fisik alam yang rawan bencana gempa dan tsunami menjadi 
fenomena yang menarik untuk dikaji. Pengkajian ini akan berbeda dengan sistem 
transportasi kota pada umumnya yang tidak rawan bencana karena pada saat 
terjadi bencana, volume jaringan jalan melebihi kapasitas jalan dan jaringan jalan 
kota harus dapat digunakan semaksimal mungkin sebagai upaya mitigasi dan 
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evakuasi korban bencana gempa dan tsunami. Oleh karena itu yang menjadi 
pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana pengembangan jaringan jalan pada 
kota yang rawan bencana gempa dan tsunami?” 
Sesuai dengan tujuan penelitian maka perlu dikaji berbagai literatur yang 
relevan dan metoda penelitan yang akan dilakukan serta data yang diperlukan 
pada penelitian ini. Untuk memperoleh jawaban teoritis atas pertanyaan penelitian 
maka dikaji teori yang bisa memberikan jawaban teoritis. Teori-teori yang dikaji 
adalah sistem transportasi kota, teori karakterisitik kota yang rawan bencana 
gempa dan tsunami dan upaya mitigasi bencana. 
Untuk mengetahui keadaan lapangan maka dilakukan identifikasi wilayah 
Kota Sibolga. Secara rinci, melakukan identifikasi kondisi fisik kawasan rawan 
bencana gempa dan tsunami dan identifikasi pola jaringan jalan eksisting. Melalui 
literatur dilakukan identifikasi pola jaringan jalan yang mengakomodir upaya 
mitigasi bencana gempa tsunami. Hasil pengolahan data yang diperoleh dari 
identifikasi kemudian dianalisis. Hasil analisis diharapkan dapat mengetahui 
konsep pola pengembangan jaringan jalan pada kota yang rawan bencana gempa 
dan tsunami. Kemudian konsep pengembangan  jaringan jalan pada kota yang 
rawan bencana gempa dan tsunami disajikan dalam bentuk model. Pengembangan 
jaringan jalan Kota Sibolga akan disimulasikan dalam bentuk model jaringan jalan 
dengan aplikasi extension NetWork Analyst program ArcView GIS. Hasil analisis 
dan temuan penelitian dituangkan dalam suatu kesimpulan. Kemudian 
disampaikan rekomendasi untuk pengembangan kota yang rawan bencana gempa 
dan tsunami dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.  
  
12
 
 
GAMBAR 1.1 
KERANGKA PEMIKIRAN 
Kondisi Fisik Alam 
Rawan gempa & tsunami 
Perkembangan Kota Sibolga 
Kondisi jaringan 
jalan Kota Sibolga 
Kebijakan  
Pemanfaatan 
Ruang 
Kondisi jaringan jalan yang kurang mendukung upaya mitigasi 
bencana pada kota yang rawan bencana gempa dan tsunami  
Bagaimana konsep pengembangan jaringan 
jalan pada kota yang rawan bencana gempa 
dan tsunami? 
Bencana 
Gempa dan 
tsunami 
Mengetahui  konsep pengembangan jaringan 
jalan pada kota yang rawan bencana gempa 
dan tsunami 
Metodologi 
penelitian dan 
pengumpulan 
data 
 
Kajian Literatur: 
 - perkembangan kota  
- Sistem transportasi 
kota 
-  Mitigasi bencana 
gempa dan tsunami 
Identifikasi pola 
pergerakan dan 
pelayanan eksisting 
transportasi kota 
Sibolga
Identifikasi pola 
jaringan jalan kota 
Sibolga 
Kesimpulan dan Rekomendasi
Identifikasi kondisi 
fisik kawasan 
rawan gempa dan 
tsunami 
Simulasi model pengembangan jaringan jalan yang mangakomodir upaya mitigasi 
bencana gempa dan tsunami 
Identifikasi pola 
jaringan jalan yang 
mengakomodir upaya 
mitigasi (literatur) 
Analisis  pergerakan pada saat bencana Analisis pengembangan jaringan jalan pada 
kota yang rawan bencana gempa dan tsunami 
Kebutuhan pengembangan jaringan jalan Kota Sibolga 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis sebagai berikut:  
Bab  I    Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan 
sasaran, ruang lingkup subtansial dan spasial, kerangka pemikiran, sistematika 
pembahasan penelitian, metode penelitian, dan teknik analisis. 
Bab II Konsep Pengembangan Jaringan Jalan pada Kota yang Rawan 
Bencana Gempa dan Tsunami  
 
Kajian teoritis mengenai sistem transportasi kota, karakteristik kota yang rawan 
bencana gempa dan tsunami alam yakni kondisi fisik dan upaya mitigasi bencana 
gempa dan tsunami. Uraian pada bab ini memberikan jawaban teoritis dari 
pertanyaan penelitian. 
Bab III  Gambaran Umum Kota Sibolga 
Bab ini memberikan gambaran umum Kota Sibolga dan  kondisi jaringan jalan 
eksisting serta sarana dan prasarana transportasi yang ada di Kota Sibolga. 
Bab IV Analisis Pengembangan Jaringan Jalan pada Kota yang Rawan 
Bencana Gempa dan Tsunami 
Pada bab ini dibahas analisis asal dan tujuan pergerakan, rute pergerakan, skenario 
pengembangan jaringan jalan dan perbandingan skenario dengan kondisi eksisting 
jaringan jalan Kota Sibolga serta kebutuhan pengembangan. 
Bab V Simulasi Model Jaringan Jalan Kota Sibolga dengan Menggunakan 
NetWork Analyst ArcView GIS. 
Pada bab ini disimulasikan jaringan jalan Kota Sibolga dengan kondisi eksisting 
pada saat normal dan bencana serta kondisi pengembangan pada saat normal dan 
bencana. 
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Bab VI    Penutup 
Materi yang diuraikan pada bab ini adalah kesimpulan hasil penelitian dan 
rekomendasi. 
1.7 Metode Penelitian 
Metode penelitian ini adalah metode model development dengan 
penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus menurut Maxfield (Nazir, 2005) 
adalah penelitian tentang suatu subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu 
fasa spesifik atau khas dari seluruh personalitas. Tujuan studi kasus adalah untuk 
memberikan gambaran secara mendetail tentang karakteristik kota pantai di 
Indonesia yang rawan bencana gempa dan tsunami secara khas dari kasus yang 
ada di Kota Sibolga, kemudian dari karakteristik khas tersebut akan dijadikan 
suatu hal yang bersifat umum. Hasil dari penelitan studi kasus merupakan suatu 
generalisasi dari pola kasus yang tipikal.    
Model didefinisikan sebagai bentuk penyederhanaan suatu realita untuk 
tujuan tertentu, baik dalam bentuk model fisik, peta dan diagram, serta model 
statistik dan matematika (Tamin, 1997).  Beberapa skenario dapat dilakukan pada 
model sehingga dapat dipilih rencana pengembangan yang paling optimum. 
Dalam pemodelan transportasi sering digunakan model grafis dan matematis. 
Model grafis adalah model yang menggunakan gambar, warna, dan bentuk 
sebagai media penyampaian informasi mengenai keadaan yang sebenarnya 
(realita). Model grafis ini untuk mengilustrasikan pergerakan yang terjadi baik 
yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki. 
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1.7.1 Kebutuhan Data 
Penelitian ini membutuhkan dua jenis data, yaitu data primer dan data 
sekunder. Data Primer merupakan  data yang diperoleh dari survei primer di Kota 
Sibolga. Data tersebut diperoleh dengan melakukan observasi lapangan ke daerah 
penelitian, penyebaran kuesioner dan wawancara. Data sekunder merupakan data 
tertulis yang bersumber pada dokumen. Data sekunder berupa gambaran atau 
deskripsi wilayah penelitian serta data dokumenter lainnya yang diperlukan untuk 
mendukung analisis. Data penelitian yang dibutuhkan selengkapnya disajikan 
pada tabel 1.1.  
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 
Data primer diperoleh melalui survei primer dengan teknik pengumpulan 
data berikut. 
1. Observasi, dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan.  
2. Kuesioner, penggunaan kuesioner untuk mengetahui pola pergerakan, waktu 
tempuh dan moda yang digunakan pada saat bencana gempa dan tsunami.    
3. Wawancara, dilakukan wawancara dengan menggunakan interview guide. 
Wawancara akan dilakukan dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota 
Sibolga yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan jaringan jalan 
yakni Bappeda, Dinas Kimpraswil dan Taru, dan Dinas Perhubungan.  
Data sekunder diperoleh berdasarkan kajian literatur dan dokumentasi 
dari instansi pemerintah terkait di Kota Sibolga. Dokumentasi diperoleh dari 
berbagai perpustakaan, kantor/instansi/lembaga terkait yang berhubungan dengan 
objek yang diteliti.  
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TABEL I.1 
KEBUTUHAN DATA PENELITIAN 
 
Kebutuhan data N
o. 
Sasaran Analisis Variabel 
Nama data Jenis 
data 
Unit Thn Sumber 
data 
Teknik 
pengumpulan 
data 
Ket 
1. Mengidentifikasi kondisi 
fisik alam pada kota yang 
rawan bencana gempa 
dan tsunami. 
 
Identifikasi  - Geoteknik dan 
geologi 
- pola permukiman 
- sejarah kegempaan
- geologi, geoteknik
dan hidrologi 
- letak prmukiman 
- peta 
- numerik 
Kota  2005 - IAGI 
- Bappeda 
- BPS 
Data sekunder   
2. Mengidentifikasi pola 
jaringan jalan Kota 
Sibolga. 
 
Identifikasi Pola dan struktur 
jaringan jalan 
- peta jaringan jalan 
- jenis dan klasifikasi
jaringan jalan 
 
- peta 
 
Kota 2005 - Bappeda 
- Dinas 
Kimpras-
wil & TR 
 
Data sekunder  
3. Mengidentifikasi pola 
pergerakan dan 
pelayanan eksisting 
transportasi kota. 
 
Identifikasi Pola pergerakan dan 
aktivitas 
- Tata guna lahan 
- Asal dan tujuan
pergerakan 
- Rute trayek
angkutan umum 
 
- Peta 
- Numerik 
Kota 2005 - Bappeda 
- Dinas 
perhubung
an 
-  Data sekunder 
- Data primer 
(kuisioner) 
 
4. Mengidentifikasi  
jaringan jalan yang 
mengakomodir upaya 
mitigasi bencana gempa 
dan tsunami. 
 
Identifikasi Pola jaringan jalan 
pada kota yang 
rawan bencana 
gempa dan tsunami 
- Tata guna lahan 
- jenis dan klasifikasi
jaringan jalan 
- rute penyelamatan 
 
- peta  Kota -  Literatur  Data sekunder   
5. Menganalisis pola 
pergerakan masyarakat 
pada saat terjadi bencana. 
 
Analisis 
pergerakan 
masyarakat 
pada saat 
bencana 
- arah dan tujuan 
pergerakan 
- moda angkutan 
 
- Jumlah penduduk 
- Kepadatan pddk 
- Umur  
- Pendidikan 
- Pendapatan 
Numerik  Kec. 2006 - BPS 
-masya-
rakat kota 
Sibolga 
- Data sekunder 
- Data primer 
(kuisioner)  
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 lanjutan 
 
         
6. Menganalisis 
pengembangkan jaringan 
jalan yang mngkomodir 
upaya mitigasi bencana 
gempa dan tsunami 
Analisis 
pengem-
bangan 
jaringan 
jalan 
Konsep 
pengembangan 
jaringan jalan pada 
kota yang rawan 
bencana gempa dan 
tsunami 
-    -    
7. Membandingkan 
eksisting dengan hasil 
konsep pengembangan 
jaringan yang 
mengakomodir upaya 
mitigasi bencana gempa 
dan tsunami. 
 
Komparasi  -    -    
Sumber: Penulis, 2006
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1.7.3 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 
Penentuan teknik pengolahan dan penyajian data sangat tergantung pada 
teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Agar lebih mudah dipahami dan 
lebih informatif, maka data hasil penelitian dan hasil analisis akan disajikan dan 
ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram.  
Teknik pengolahan data adalah sebagai berikut: 
1. Editing 
Pada data yang diperoleh melalui survei primer maupun sekunder dilakukan 
editing. Editing data untuk mengoptimalkan data yang diperoleh 
dikarenakan keterbatasan waktu dan dana dalam melakukan penelitian. 
2. Tabulasi dan kompilasi data 
Data yang diperoleh dari survei dimasukkan dalam bentuk tabulasi dan 
dikompilasi sehingga memudahkan dalam melakukan analisis.  
3. Analisis  
 Data yang diperoleh dianalisis dengan menginterprestasikan data dan 
informasi sesuai dengan metode yang telah ditentukan. 
1.7.4. Teknik Sampel 
Pengambilan sampel dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh 
sampel yang mengambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dalam penentuan 
jenis sampel, selain pertimbangan praktis dan fisibilitas (seperti masalah waktu, 
dana dan personal) pertimbangan utamanya kepada relevansi dari suatu rancangan 
dengan karakteristik dan spesifikasi dari populasi yang dikaitkan dengan tujuan 
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penelitian. Dalam penelitian ini akan mempergunakan jenis teknik sampel yaitu 
purposive sampling (sampel bertujuan). 
Purposive sampling dilakukan dengan mengambil subjek atas dasar 
adanya tujuan tertentu menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel 
tersebut (Nasution, 2000).  Teknik sampel ini digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi dari masyarakat secara umum mengenai pola pergerakan 
masyarakat pada saat bencana dan pelayanan jaringan jalan sebagai upaya 
mitigasi bencana gempa dan tsunami di Kota Sibolga. Populasi dalam penelitian 
ini adalah masyarakat Kota Sibolga dengan jumlah penduduk pada tahun 2004 
sebesar 87.260 jiwa yang tersebar pada empat kecamatan (BPS, 2004).  
Penentuan jumlah sampel dengan mengestimasikan proporsi populasi 
(Nazir, 2005) sebagai berikut:  
( ) ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −+−
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −
=
__
__
1..1
1.
ppDN
ppN
n                                                                    (1.1)                              
yang mana:  n  =  Jumlah sampel 
            N =  Jumlah populasi sebesar 87.260 jiwa. 
           
_
p  =  Estimator dari proporsi populasi sebesar 0,5 
           D = 
4
2B
 ; B = bound of error sebesar 0,05. 
Dengan menggunakan rumus di atas diperoleh jumlah sampel 399 orang. 
Responden yang dipilih adalah masyarakat Kota Sibolga yang pada saat terjadi 
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gempa dan tsunami Aceh-Nias berada di Kota Sibolga dan melakukan pergerakan 
sebagai upaya evakuasi. Mengingat pola permukiman di sekitar pantai dan 
karakteristik perilaku masyarakat Kota Sibolga yang relatif homogen serta luas 
daratan kota yang hanya 889,16 Ha maka jumlah sampel 399 responden dianggap 
sudah mewakili seluruh wilayah kajian.  
1.8 Teknik Analisis 
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Analisis pola pergerakan pada saat bencana. 
Analisis pola pergerakan pada saat bencana dilakukan dengan analisis 
kuantitatif mempergunakan alat analisis berupa tabel distribusi frekuensi 
terhadap data hasil kuesioner. Dari kuesioner diketahui lokasi asal dan 
tujuan pergerakan yang ditabulasi dalam matriks asal dan tujuan evakuasi. 
Dari matriks asal dan tujuan evakuasi maka pergerakan, waktu tempuh, 
moda angkutan yang dipergunakan, serta rute pergerakan dideskripsikan 
pola pergerakan penduduk Kota Sibolga pada saat bencana. Prosentase 
jumlah responden yang melakukan pergerakan melalui rute tersebut 
dianggap mewakili prosentase jumlah penduduk melalui rute yang sama, 
sehingga akan diketahui jumlah penduduk yang melalui rute tersebut. 
Deskripsi pola pergerakan tersebut dibuat dalam bentuk model jaringan 
jalan eksisting Kota Sibolga dengan menunjukkan besaran pergerakan 
penduduk pada saat bencana gempa dan tsunami, dan kemampuan 
kapasitas  jalan dalam melayani pergerakan penduduk pada saat bencana.  
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2. Analisis pengembangan jaringan jalan pada kota yang rawan bencana 
gempa dan tsunami.  
Pada analisis ini dipergunakan teknik analisis deskriptif komparatif yaitu 
dengan melakukan komparasi antara hasil identifikasi konsep 
pengembangan jaringan jalan pada kota yang rawan bencana berdasarkan 
literatur dibandingkan dengan pola pergerakan penduduk pada saat 
bencana gempa dan tsunami. Model yang diperoleh berdasarkan 
pergerakan pada saat bencana akan dimodifikasi dengan membandingkan 
konsep pengembangan jaringan jalan pada saat bencana berdasarkan 
literatur. Hasil modifikasi model tersebut merupakan alternatif pilihan 
yang merupakan skenario pengembangan jaringan jalan pada kota yang 
rawan bencana. Dengan memperhatikan hasil wawancara dari pejabat di 
Pemerintah Kota Sibolga yang berkenaan dengan upaya mitigasi bencana 
dan pengembangan jaringan jalan maka ditetapkan skenario terpilih. 
Penetapan model terpilih berdasarkan kriteria pemilihan yaitu waktu 
tempuh evakuasi, kapasitas jalan, dan dengan mempertimbangkan kondisi 
eksisting jaringan jalan serta kemungkinan terlaksananya pengembangan 
jaringan jalan tersebut berdasarkan hasil wawancara. Jaringan jalan 
eksisting akan tetap dipergunakan, hanya perlu pengembangan untuk 
mengakomodir upaya mitigasi bencana. Selanjutnya hasil analisis ini 
berupa model pengembangan jaringan jalan pada kota yang rawan bencana 
gempa dan tsunami dengan studi kasus Kota Sibolga.  
 
 
 
 
22
3. Perbandingan kondisi eksisting jaringan jalan Kota Sibolga dengan model 
pengembangan jaringan jalan pada kota yang rawan bencana gempa dan 
tsunami. Hasil perbandingan tersebut merupakan kebutuhan 
pengembangan jaringan jalan di Kota Sibolga kemudian disimulasikan.  
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2.1 Perkembangan Kota 
Perkembangan kota adalah proses perubahan perkotaan dari suatu 
keadaan ke keadaan lain dalam waktu yang berbeda yang berjalan secara alami 
atau secara artifisial akibat campur tangan manusia dalam menentukan perubahan 
keadaan tersebut. Perkembangan kota merupakan dampak dari aktivitas urbanisasi 
dan pertambahan penduduk. Perkembangan kota dapat berupa perubahan luas 
kota (pemekaran kota) dan dapat pula berupa perubahan fisik kota 
(pembangunan). Perkembang kota tersebut meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial, 
budaya, politik, dan teknologi. Khusus mengenai aspek yang berkaitan langsung 
dengan lahan perkotaan maupun penggunaan lahan pedesaan adalah 
perkembangan fisik, khususnya perubahan arealnya (Yunus, 2004).  
Pembangunan kota yang komprehensif menuju kota masa depan dalam 
era kesejagatan diharapkan mampu berfungsi sebagai pemicu peradaban, mesin 
penggerak ekonomi, dan sekaligus tempat yang nyaman bagi kehidupan manusia 
(Budiharjdo dan Sujarto, 1999). Hal ini akan menjadikan kota tersebut sesuai 
dengan konsep kota berkelanjutan, seperti yang sering didengungkan belakangan 
ini. Meskipun cukup disadari bahwa transisi dari pertumbuhan (growth) menuju 
keberlanjutan (sustainability) bukanlah suatu hal yang mudah, karena menyangkut 
perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat (Budihardjo dan 
Hardjohubojo, 1993). 
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Perkembangan kota yang relatif cepat, secara ideal seharusnya diikuti 
oleh pengembangan sistem transportasi. Kota berkembang berdasarkan pada 
kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, diantaranya yang sangat besar adalah 
jaringan jalan. Tanpa disadari pengembangan jaringan jalan (sebagai salah satu 
prasarana kota) mendorong meningkatnya harga lahan. Tingginya harga lahan 
kemudian menjadi hambatan bagi penduduk kota untuk menguasai lahan pada 
daerah yang memiliki akses baik. Kemudahan transportasi cenderung mendorong 
masyarakat untuk tinggal jauh dari pusat kota, yang harga lahannya relatif lebih 
murah. 
2.1.1 Struktur Ruang Kota 
Dalam struktur kota, kebutuhan infrastruktur dipengaruhi oleh struktur 
ruang kota (Kodoatie, 2005). Beberapa jenis kota secara tidak langsung 
mencerminkan kemudahan interaksi antara aktivitas dan penduduknya. Laju 
urbanisasi yang tinggi dan kurang efektifnya pengendalian perkembangan kota 
menyebabkan pemerintah semakin sulit untuk mengatasi kebutuhan transportasi. 
Sistem transportasi lebih berorientasi kepada angkutan kendaraan pribadi (jalan 
raya) mendorong kota berkembang dengan kepadatan rendah.  
Tinjauan terhadap morfologi kota ditekankan pada bentuk fisik dari 
lingkungan kota dan hal ini dapat diamati secara fisikal yang tercermin pada unsur 
penggunaan lahan, sistem jaringan jalan dan tipe-tipe bangunan yang ada baik 
daerah hunian maupun perdagangan atau industri serta bangunan-bangunan 
individu (Yunus, 2004). Salah satu unsur dari morfologi kota adalah pola jaringan 
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jalan di dalam kota. Komponen ini merupakan yang paling nyata manifestasinya 
dalam menentukan pembentukan kota.  
Perkembangan transportasi semakin kompleks, baik di dalam kota 
maupun antar kota. Saat ini, peningkatan jalan-jalan baru telah memicu 
berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru. Makin jauhnya perkembangan 
linier dan banyaknya pusat pertumbuhan baru mendorong terbangunnya jalan-
jalan lingkar. Pembangunan jalan lingkar akan berimplikasi pada proses konversi 
lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, hal ini akan berdampak sangat luas. 
Memperhatikan perkembangan transportasi tersebut di atas, struktur ruang kota 
akan terkondisikan oleh kemajuan teknologi bidang transportasi.  
2.1.2 Pola Aktivitas dan Pemanfaatan Lahan Kota 
Pemanfaatan lahan menunjukkan variasi yang sangat besar. Oleh karena 
itu di dalam kota terdapat kekuatan-kekuatan dinamis yang mempengaruhi pola 
penggunaan lahan kota maka penggunaan lahan kota sendiri tidak statis sifatnya, 
hal ini dikemukakan oleh Charles Colby tahun 1993 (Yunus, 2004). Kekuatan 
dinamis tersebut adalah kekuatan sentrifugal dan kekuatan sentripetal kota. 
Kekuatan sentrifugal yaitu kekuatan yang menyebabkan terjadinya pergerakan 
penduduk dan fungsi-fungsi perkotaan dari bagian dalam suatu kota menuju ke 
bagian luarnya. Sebaliknya, kekuatan sentripetal adalah kekuatan yang 
menyebabkan terjadinya pergerakan dari bagian luar menuju ke bagian dalam 
perkotaan.   
Aktivitas masyarakat perkotaan akan menyebakan terjadinya pola 
pemanfaatan lahan. Pola perilaku manusia dapat diamati dari sistem kegiatan yang 
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dilaksanakan. Karateristik dan intensitas perjalanan penggunaan lahan akan 
mempengaruhi karateristik pergerakan penduduk. Pembentuk pergerakan ini 
dibedakan atas pembangkit pergerakan dan penarik pergerakan. Perubahan guna 
lahan akan mempengaruhi pada peningkatan bangkitan perjalanan yang akhirnya 
akan menimbulkan peningkatan prasarana dan sarana transportasi. Sedangkan 
besarnya tarikan pergerakan ditentukan oleh tujuan atau maksud perjalanan 
(Black, 1981). Menurut Bourne (1971) bahwa pola guna lahan di daerah 
perkotaan mempunyai hubungan yang erat dengan pola pergerakan penduduk. 
2.2 Sistem Transportasi Kota 
Sistem transportasi kota diartikan sebagai suatu kesatuan daripada 
elemen-elemen, komponen-komponen yang saling mendukung dan bekerja sama 
dalam pengadaan transportasi yang melayani wilayah perkotaan. Transportasi 
perkotaan memiliki peran yang sangat penting bagi keberadaan dan 
keberlangsungan kehidupan perkotaan. Sistem transportasi kota merupakan 
komponen utama struktur sosial, ekonomi, dan fisik suatu kota (Meyer et al., 
1984). Transportasi juga merupakan determinan aktivitas, struktur kota, dan lahan 
terbangun (Pederson, 1980).  
Sistem transportasi dalam kawasan tertentu memiliki hubungan yang 
erat dengan sistem aktivitas sosial ekonomi manusia (Menheim, 1979). Sistem 
transportasi akan berkembang sejalan dengan perubahan sistem aktivitas sosial 
ekonomi manusia. Sebaliknya, perubahan yang terjadi dalam sistem aktivitas 
sosial ekonomi manusia akan menuntut perubahan dalam sistem transprotasi. 
  
27
Sinkronisasi perkembangan dan perubahan kedua sistem tersebut akan terhindar 
dari persoalan seperti hambatan mobilisasi manusia, kemacetan, dan sebagainya.  
Sistem pergerakan memegang peranan penting dalam menampung pergerakan 
agar tercipta pergerakan yang lancar, yang pada akhirnya juga mempengaruhi 
kembali sistem kegiatan dan sistem jaringan yang ada dalam bentuk aksesibilitas 
dan mobilitas.  
          
              Sumber: Tamin, O. Z., 1998 
 
GAMBAR 2.1 
SISTEM TRANSPORTASI MAKRO 
 
Sistem aktivitas meliputi elemen pertambahan penduduk, urbanisasi, tata 
guna lahan, perkembangan wilayah, kegiatan ekonomi dan sosial. Sistem jaringan 
meliputi elemen jalan, terminal, kendaraan, dan sistem pengelolaan. Sistem 
pergerakan meliputi asal-tujuan perjalanan, rute tempuh, volume lalulintas barang 
dan orang. Elemen-elemen transportasi tersebut berperilaku sistematik sehingga 
perubahan pada salah satu sistem akan berpengaruh pada sistem yang lain 
(Kisbiantoro, 1993). Sistem tersebut dipengaruhi oleh sistem kelembagaan yang 
dalam pengelolaan dan pembiayaan mempengaruhi kinerja sistem transportasi 
baik pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. 
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2.2.1 Interaksi Tata Guna Lahan Dengan Sistem Transportasi 
Tata guna lahan merupakan pengaturan pemanfaatan lahan pada suatu 
ruang lingkup wilayah untuk aktivitas tertentu. Berbagai aktivitas manusia seperti 
bekerja, sekolah, belanja, olahraga dan rekreasi berlangsung di atas sebidang 
lahan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia melakukan perjalanan di 
antara tata guna lahan tersebut dengan menggunakan sistem jaringan transportasi 
sehingga menimbulkan pergerakan arus manusia, kendaraan, dan barang. 
Pergerakan arus manusia, kendaraan, dan barang mengakibatkan berbagai macam 
interaksi (Tamin, 1997). Agar interaksi ini terjamin kelancarannya maka 
dikembangkanlah sistem transportasi yang sesuai dengan jarak, kondisi geografis, 
dan wilayah dimaksud. Dalam hal pengaturan tata guna lahan, tidak 
diperkenankan terjadinya campur aduk tata guna lahan (mixed land use). Oleh 
Fidel Miro (Miro, 2002), pemisahan aktivitas ini disebabkan faktor alam (kondisi 
fisik alam, geografi), faktor ekonomi (harga lahan), dan struktur tata ruang yang 
telah ditentukan lembaga terkait.  
Tata guna lahan dalam suatu kota memiliki pola yang berbeda  yaitu 
menyebar (misalnya permukiman), mengelompok (perkotaan) dan aktivitas 
tertentu yang memiliki lokasi one off (Black, 1981). Tata guna lahan dapat 
menghasilkan bangkitan maupun tarikan lalu lintas yang berbeda, tergantung pada 
jenis tata guna lahan dan intensitas kegiatan yang ada (Black, 1980). Perbedaan 
bangkitan maupun tarikan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain 
jumlah perjalanan, jenis jalan, maupun waktu perjalanan (Tamin, 1997). 
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2.2.2 Interaksi Sistem Kegiatan dengan Sistem Jaringan 
Struktur tata ruang kota pada dasarnya dibentuk dari dua elemen utama, 
yaitu link dan node (Edward, 1978). Kedua elemen tersebut sekaligus merupakan 
elemen transportasi link (jalur) adalah suatu garis yang melewati panjang tertentu 
dari suatu jalan, rel, atau rute kendaraan. Sedangkan node akan membentuk suatu 
pola jaringan jalan transportasi (Morlock, 1978).  
Interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan menghasilkan 
pergerakan manusia dan atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan dan atau 
orang (pejalan kaki). Jika pergerakan tersebut diatur oleh sistem rekayasa dan 
manajemen lalulintas yang baik maka akan tercipta suatu sistem pergerakan yang 
aman, cepat, nyaman, murah, handal, dan sesuai dengan lingkungan. Interaksi 
sistem kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan manusia melakukan perjalanan dari 
suatu tempat ke tempat lainnya dengan memanfaatkan sistem jaringan transportasi 
dan sarana transportasi. Interaksi tersebut menimbulkan pergerakan arus manusia, 
kendaraan dan barang.  
Pergerakan yang terjadi dalam suatu kota sebagian besar merupakan 
pergerakan rutin dari tempat tinggal ke tempat kerja ataupun ke tempat 
pendidikan. Pergerakan rutin tersebut merupakan pergerakan dengan tempat 
tujuan utama yang dilakukan sehari-hari. Sedangkan pergerakan lainnya adalah 
pergerakan dengan tujuan pilihan, yang tidak rutin dilakukan, misalnya rekreasi.  
Pergerakan ini akan membentuk suatu pola misalnya alat pergerakan, maksud 
perjalanan, pilihan moda dan pilihan rute tertentu. 
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Pola pergerakan suatu kota yang rawan bencana akan sangat berbeda 
ketika terjadi bencana. Pada saat bencana, secara serentak akan terjadi pergerakan 
hampir dari seluruh lokasi yang rawan menuju ke tempat yang dianggap aman. 
Sebagian besar titik awal pergerakan adalah dari lokasi permukiman penduduk 
dan pusat kota menuju arah pegunungan yang dianggap aman dari tsunami. 
Pergerakan tersebut sangat ditentukan oleh keberadaan sistem jaringan jalan yang 
ada.  Pergerakan ini merupakan pergerakan dengan tujuan pilihan, pergerakan 
yang tidak rutin dilakukan, meski merupakan pergerakan yang mungkin terpaksa 
harus dilakukan oleh masyarakat demi keselamatan diri.   
2.2.3 Aksesibilitas dan Mobilitas 
Aksesibilitas merupakan suatu konsep yang menggabungkan sistem tata 
guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang 
menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau 
kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan 
‘mudah’ atau ‘susah’nya lokasi tersebut dicapai melalui suatu sistem jaringan 
(Tamin, 1997).  
Faktor yang menyatakan tingkat aksesibilitas adalah ‘waktu tempuh’, 
meskipun ada juga yang menyatakan dengan faktor jarak. Suatu tempat yang 
berjarak jauh belum tentu dapat dikatakan mempunyai aksesibilitas rendah atau 
sebaliknya, karena terdapat faktor lain dalam menentukan aksesibilitas yaitu 
waktu tempuh. Dari sisi jaringan transportasi, kualitas pelayanan transportasi pasti 
berbeda-beda baik dari segi kualitas (frekuensi dan pelayanan) maupun kuantitas 
(kapasitas). Faktor-faktor lain yang menentukan aksesibilitas adalah biaya 
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perjalanan, intensitas (kepadatan) guna lahan, dan pendapatan orang yang 
melakukan perjalanan. Dengan demikian, hubungan transportasi dapat dinyatakan 
sebagai ukuran untuk memperlihatkan mudah sukarnya suatu lokasi dicapai.   
Mobilitas adalah ukuran kemampuan seseorang untuk bergerak yang 
biasanya dinyatakan dari kemampuannya membayar biaya transportasi. Mobilitas 
dapat diukur dari banyaknya perjalanan (pergerakan) dari suatu lokasi ke lokasi 
lain sebagai akibat tingginya akses antara lokasi tersebut. 
2.2.4 Jaringan Jalan 
Pengertian jalan sesuai dengan  Undang-Undang No. 38 tahun 2004 
tentang Jalan adalah suatu  prasarana  perhubungan  darat dalam bentuk apapun 
yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan  bagi lalulintas. Jaringan jalan terdiri dari 
ruas-ruas jalan yang menghubungkan satu lokasi dengan lokasi yang lain pada 
titik pertemuan yang merupakan simpul-simpul transportasi. Jaringan jalan akan 
dapat memberikan berbagai alternatif pilihan bagi pengguna jalan untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan.  
Pola jaringan jalan merupakan salah satu unsur terpenting dari morfologi 
kota. Beberapa pola jaringan jalan menurut Northam (dalam Yunus, 2004) adalah 
sebagai berikut. 
1. Sistem pola jalan tidak teratur (irregular system) 
Pada sistem ini terlihat adanya ketidak teraturan sistem jalan baik ditinjau 
dari segi lebar maupun arah jalan. Ketidakteraturan ini terlihat pada pola 
jalan yang melingkar-lingkar, lebarnya bervariasi dengan cabang-cabang 
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yang banyak. Ketidakteraturan ini tercipta karena keadaan topografi kota 
yang mengharuskan demikian. Bagi kota yang tidak mempunyai kendala 
medan, ketidakteraturan tersebut menunjukkan tidak adanya perencanaan 
untuk menertibkan unsur-unsur morfologi kotanya dan ini biasanya terjadi 
pada kota yang baru tumbuh. 
  
 
   Sumber: Yunus, 2004 
 
GAMBAR 2.2 
KOTA-KOTA DENGAN POLA JALAN TIDAK TERATUR 
 
2. Sistem pola jalan radial konsentris (radial concentric system) 
Dalam sistem ini ada beberapa sifat khusus yaitu mempunyai pola jalan 
konsentris dan radial, bagian pusatnya merupakan daerah kegiatan utama 
sekaligus tempat pertahanan terakhir dari suatu kekuasaan, punya 
keteraturan geometris, serta jalan besar menjari dari titik pusat dan 
membentuk “asterisk shaped pattern”. Gambar 2.3 berikut merupakan 
salah satu contoh ideal dari bentuk sistem pola jalan radial konsentris 
(radial concentric system). 
 
  
33
 
                                   Sumber: Yunus, 2004 
 
GAMBAR 2.3 
PALMA NOUVA (DIDIRIKAN 1593) 
 
3. Sistem pola jalan bersudut siku atau grid (rectangular or grid system) 
Pada kota dengan sistem pola jalan bersudut siku atau grid (rectangular or 
grid system), bagian-bagian kotanya dibagi sedemikian rupa menjadi blok-
blok empat persegi panjang dengan jalan-jalan yang pararel longitudinal 
dan transversal membentuk sudut siku-siku. Jalan-jalan utama 
membentang dari pintu gerbang utama kota sampai pada bagian pusat 
kota. Sistem ini merupakan pola yang cocok untuk pembagian lahan dan 
pengembangan kota akan tampak teratur dengan mengikuti pola yang telah 
terbentuk. Berikut contoh gambar sistem pola jalan bersudut siku atau grid 
(rectangular or grid system). 
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                Sumber: Yunus, 2004 
 
GAMBAR 2.4 
KOTA-KOTA DENGAN SISTEM POLA JALAN BERSUDUT SIKU ATAU 
GRID (RECTANGULAR OR GRID SYSTEM) 
 
 
Secara umum sistem jaringan jalan dibedakan berdasarkan sistem 
pelayanan penghubung yakni: Sistem jaringan jalan primer, adalah sistem jaringan 
jalan yang menghubungkan kota/wilayah tingkat nasional; Sistem jaringan jalan 
sekunder, adalah sistem jaringan jalan yang menghubungkan zona-zona, kawasan-
kawasan (titik simpul didalam kota) atau pusat kegiatan masyarakat di dalam kota. 
Jaringan jalan berdasarkan peran atau fungsinya (Miro, 1997) yaitu:  
1. Jalan arteri: adalah jalan yang melayani angkutan jarak jauh dengan 
kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah masuk dibatasi secara efisien 
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2. Jalan kolektor: adalah jalan yang melayani angkutan jarak sedang dengan 
kecepatan rata-rata sedang dan jumlah masuk yang masih dibatasi 
3. Jalan lokal: adalah jalan yang melayani angkutan jarak dekat (angkutan 
setempat) dengan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah masuk yang tidak 
dibatasi. 
 
 
 
 
 
         
 
   
 
                   Sumber : Miro, 1997 
GAMBAR 2.5. 
HIRARKI JALAN BERDASARKAN PERANAN 
 
2.2.5 Kapasitas Jalan dan Persimpangan  
Kapasitas jaringan jalan adalah arus maskimum yang dapat melewati 
suatu ruas jalan (Tamin, 1997). Kapasitas ruas jalan dinyatakan kendaraan (atau 
dalam Satuan Muatan Penumpang) per jam. Jika arus lalulintas mendekati 
kapasitas jalan maka akan terjadi kemacetan lalulintas. Jaringan jalan ada yang 
memakai pembatas median dan ada pula yang tidak, sehingga dalam perhitungan 
kapasitas keduanya dibedakan. Kapasitas ruas jalan tanpa pembatas median 
dihitung untuk kedua arah. Persamaan umum untuk kapasitas ruas jalan menurut 
Jalan arteri
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metode Indonesian Highway Capacity Manual (IHCM) tahun 1997 untuk daerah 
perkotaan adalah sebagai berikut. 
C = C0 x FCw x FCSP x FCSF x FCCS  (smp/jam)                                  (2.1) 
Yang mana: 
C      : kapasitas (smp/jam) 
C0       : Kapasitas dasar (smp/jam) 
FCw  : faktor koreksi kapasitas untuk lebar jalan 
FCSP : faktor koreksi kapasitas akibat pembagian arah 
FCSF : faktor koreksi kapasitas akibat gangguan samping 
FCCS : faktor koreksi kapasitas akibat ukuran kota (jumlah penduduk) 
Kapasitas persimpangan juga mempengaruhi kapasitas jaringan jalan. 
Perhitungan kapasitas persimpangan dibedakan atas persimpangan berlampu 
lalulintas dan persimpangan tidak berlampu lalulintas. Perhitungan kapasitas 
persimpangan tidak berlampu lalulintas berdasarkan IHCM (1997) ditentukan 
dengan persamaan berikut. 
C = C0 x FW x FM x FCS x FRSU x FLT x  FRT  x FMI  (smp/jam)            (2.2) 
Yang mana: 
C      : kapasitas (smp/jam) 
C0     : Kapasitas dasar (smp/jam) 
FW   : faktor koreksi kapasitas untuk lebar lengan persimpangan 
FM  : faktor koreksi kapasitas jika ada pembatas median pada lengan persimpangan 
FCS  : faktor koreksi kapasitas akibat ukuran kota (jumlah penduduk) 
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FRSU :faktor koreksi kapasitas akibat adanya tipe lingkungan jalan, gangguan 
samping, dan kendaraan tidak bermotor 
FLT  : faktor koreksi kapasitas akibat adanya pergerakan belok kiri 
FRT : faktor koreksi kapasitas akibat adanya  pergerakan belok kanan 
FMI : faktor koreksi kapasitas akibat adanya arus lalulintas pada jalan minor. 
Waktu tempuh sangat bergantung pada besarnya arus dan kapasitas ruas 
jalan. Perhitungan waktu tempuh ditentukan dengan persamaan Davidson berikut. 
TQ = T0 
⎥⎥
⎥⎥
⎦
⎤
⎢⎢
⎢⎢
⎣
⎡
−
−−
C
Q
C
Qa
1
)1(1
                                                                           (2.3) 
Yang mana: 
TQ : waktu tempuh saat arus Q 
T0 : waktu tempuh saat arus 0 
Q : arus lalulintas 
C : kapasitas 
a : indeks 
 
2.3 Karakteristik Kota yang Rawan Bencana Gempa dan Tsunami 
2.3.1 Pengertian dan Jenis-jenis Bencana 
Bencana dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tiba-tiba atau 
musibah besar yang mengganggu susunan dasar dan fungsi normal dari suatu 
masyarakat atau komunitas. Bencana juga dapat dimaknai sebagai suatu kejadian 
atau serangkaian kejadian yang memberi, meningkatkan jumlah korban atau 
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kerusakan atau kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan yang 
penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas 
normal dari komunitas-komunitas (Coburn et.al, 1994).  
Secara sporadis bencana muncul masih dalam koridor penjelasan ilmiah 
namun prediksi bencana merupakan satu misteri ilmiah. Bencana datangnya tidak 
terduga, sehingga yang paling diutamakan adalah proses minimalisasi bencana 
dan bagaimana cara menanggulangi sehingga bisa dilakukan tindakan preventif.  
 Bencana alam, dilihat dari penyebabnya dapat dibedakan atas sedikitnya 
tiga jenis yaitu bencana geologis, klimatologis dan ekstra-terestrial. Bencana alam 
geologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal 
dari dalam bumi meliputi gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. 
Bencana yang berkaitan dengan batu-batuan yakni longsor, gerakan tanah, serta 
dalam skala terbatas menyangkut tempat, termasuk pula banjir dan banjir bandang 
(Brahmantyo dan Puradimaja, 2005). Bencana alam klimatologis adalah bencana 
yang ditimbulkan oleh cuaca yang sudah dapat diprediksi kedatangannya, arah, 
dan lokasi yang akan dilanda bencana. Bencana alam ekstra-terestrial adalah 
bencana yang terjadi akibat hantaman meteor atau benda dari angkasa luar yang 
kedatangannya tidak dapat diprediksi.  
Pengertian gempa bumi menurut Boen dalam Sudibyakto (2000) adalah 
suatu gejala fisik yang ditandai dengan bergetarnya bumi dengan berbagai 
intensitas, getaran-getaran tersebut terjadi karena terlepasnya suatu energi secara 
tiba-tiba. Namun gejala-gejala geologis tersebut juga dapat berakibat terjadinya 
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bencana geologis lainnya selain gempa bumi seperti gunung meletus, tanah 
longsor, banjir dan juga tsunami. 
Gempa bumi bisa disebabkan oleh berbagai sumber, antara lain (1) letusan 
gunung berapi (erupsi vukalnik), (2) tubrukan meteor, (3) ledakan bawah tanah 
(seperti uji nuklir), dan (4) pergerakan kulit Bumi (Rusydi, 2004). Di bawah 
lempengan bumi ada magma yang bergerak. Gerakan ini menghasilkan gaya yang 
dirasakan oleh lempengan terutama pada daerah sambungan antar lempeng. Pada 
satu saat, gaya ini benar-benar membuat lempengan bergerak. Gerakan ini 
membuat tanah di atasnya dan juga magma di bawahnya bergetar (vibrasi). 
Getaran ini akan diteruskan sampai ke permukaan tanah, dan inilah yang disebut 
gempa bumi (Rusydi, 2004). Bencana alam gempa bumi sampai sekarang belum 
bisa diprediksikan secara akurat karena pengetahuan kita pada how the earthquake 
happens hanya sanggup memprediksi gempa dengan orde presisi ratusan atau 
bahkan ribuan tahun.  
 Bencana yang mungkin terjadi setelah gempa bumi adalah tanah longsor, 
banjir dan kebakaran. Selain itu, gempa bumi juga dapat menimbulkan tsunami 
atau gelombang pasang (Eisner and Gallion, 1994). Tsunami sendiri berasal dari 
bahasa Jepang, yang artinya pelabuhan (tsu) dan gelombang (nami). Ini adalah 
terminologi untuk menyebutkan fenomena gelombang laut yang tinggi dan besar 
akibat gangguan mendadak pada dasar laut yang secara vertikal mengurangi 
volume kolom air. Jadi gempa bumi dan tsunami sangat erat kaitannya hanya 
terjadi pada lokasi yang berbeda dimana tsunami merupakan efek dari gempa 
bumi yang terjadi di dasar laut. Namun efek gelombang laut tersebut dapat 
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memperluas wilayah ‘korban’ apabila tidak ada ‘penghadang’ yang kokoh 
(Sudarmono, 2005). 
2.3.2 Kondisi Geotektonik dan Geologis Kota Rawan Bencana Gempa dan 
Tsunami 
Kondisi fisik kota yang rawan bencana gempa dan tsunami disebabkan 
oleh keadaan geoteknik dan geologis kota pantai tersebut yang dilalui oleh jalur 
patahan. Wilayah Indonesia dipengaruhi oleh zona pertemuan empat lempeng 
besar dunia yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pacifik dan Philipina. 
Pengaruh dari pertemuan lempeng dunia ini kepada kondisi seismik tektonik  
kawasan Indonesia (Wardani et.al, 2005). Gempa tektonik berskala besar dan 
kecil banyak melanda wilayah selatan dan barat Indonesia, mulai dari pesisir barat 
Sumatera, pesisir selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan 
Maluku hingga Papua. Wilayah-wilayah yang rawan gempa dan gelombang 
tsunami, hádala wilayah yang dilalui lempeng bumi yang bisa bergeser.  
Sesungguhnya kemungkinan terjadinya gempa bumi dapat diprediksikan 
walaupun tempat dan waktu kejadian belum bisa dipastikan, dengan mengetahui 
sejarah kegempaan yang terjadi di suatu wilayah dapat diprediksikan masa 
pengulangan gempa selanjutnya. Masa pengulangan terjadinya gempa-gempa 
besar dari beberapa penelitian memperlihatkan kurun waktu ratusan tahun pada 
lokasi yang sama (Canahar, et.al, 2005). Dengan mengetahui sejarah kegempaan 
yang ada, daerah yang dulunya pernah mengalami gempa dapat mempersiapkan 
daerahnya untuk menghadapi gempa yang dapat datang kapan saja.  
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2.3.3 Pola Pemukiman  
Pertumbuhan kota, selain memberikan dampak positif bagi kesejahteraan 
masyarakat juga dapat menyebabkan bencana karena mendorong lebih banyak 
orang yang tinggal di wilayah yang berbahaya dan rentan bencana. Pendatang dan 
penduduk kumuh rentan terutama karena mereka sering bertempat tinggal 
ditempat yang berbahaya seperti di kanal atau pinggiran saluran dan sering tidak 
memiliki pelayanan dasar yang memadai (Inoghuci, 2003). Sebagaimana kota 
pantai biasanya di Indonesia, pola permukiman penduduk cenderung berada di 
sepanjang garis pantai. Hal ini tidak terlepas dari mata pencaharian penduduk 
yang kebanyakan nelayan. 
Permukiman rentan bencana pada kota pantai adalah permukiman di 
sepadan pantai. Hal ini berkaitan dengan sumber pengasilan dari sumberdaya laut 
baik langsung maupun tidak langsung. Munculnya pola pemukiman yang 
mengabaikan bahaya dan berada di kawasan kritis, dan juga berada pada daerah 
dataran rendah yang terlalu dekat dengan pantai karena pada kawasan tertentu 
gempa bumi yang terjadi dapat disertai dengan tsunami atau gelombang pasang, 
memberikan resiko yang besar ketika terjadi bencana (Eisner and Gallion, 1994). 
Budaya masyarakat Indonesia khususnya kaum nelayan yang senang menetap di 
wilayah pantai tentunya memerlukan pemahaman sosial dan antropologi budaya 
lokal agar strategi penempatan pemukiman mereka di daerah bebas ancaman 
gempa dan tsunami berhasil dengan efektif. 
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2.3.4 Jaringan Jalan 
Pada kota pantai yang memiliki pola jaringan jalan berbentuk grid, untuk 
kawasan yang memiliki kepadatan tinggi tingkat kemudahan dalam mitigasi 
sangat sulit hal ini disebabkan pada setiap siku jalan (persimpangan) menjadi titik-
titik kemacetan karena penuhnya kendaraan dari setiap blok-blok bangunan yang 
akan melalui siku jalan dan memperlambat laju kendaraan disana. Demikian juga 
sebaliknya untuk kawasan yang berkepadatan rendah tingkah mitigasinya lebih 
mudah karena kepadatan lalulintas relatif lebih kecil. Kemudahan dalam proses 
mitigasi turut menentukan tingkat resiko dan korban yang ditimbulkan ketika 
suatu daerah dilanda bencana. Jaringan-jaringan yang saling menghubungkan dan 
memberikan lebih dari satu jalur menuju tempat evakuasi (Coburn, et.al, 1994).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Sumber: Shuichi, 2005. 
GAMBAR 2.6 
TINGKATAN KESULITAN PROSES EVAKUASI 
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Jalur-jalur jalan untuk mitigasi perlu disesuaikan dengan struktur 
bangunan yang ada sehingga masyarakat dapat mengamankan diri menuju tempat-
tempat penyelamatan sementara atau permanen dengan cepat (Darwanto, 2005). 
Pelebaran jalan-jalan di daerah perkotaan yang memiliki kepadatan tinggi untuk 
memudahkan proses evakuasi (Coburn, et.al, 1994). Selain pelebaran jalan maka 
perlu adanya jalan-jalan baru dari daerah perkotaan yang memiliki kepadatan 
tinggi menuju tempat-tempat yang aman. Jalan tersebut merupakan jalan koridor 
dari pusat kota yang dapat mengurangi titik-titik kemacetan di persimpangan jalan 
akibat pola jaringan jalan yang berbentuk grid dan kelebihan kapasitas jalan.  
Jaringan jalan pada kota yang rawan bencana gempa dan tsunami 
sebaiknya direncanakan sebagai satu kesatuan dengan rencana umum tata ruang 
kota. Rencana tata ruang tersebut mengarah pada kelancaran evakuasi serentak 
dan besar-besaran dengan pola jaringan radial yang lebar dan dilengkapi jalan 
lingkar yang berlapis-lapis. Kota yang rawan bencana harus ditata ulang dengan 
jaringan jalan yang mengarah ke upaya mitigasi massal yaitu pola menyebar ke 
arah dataran tinggi dengan jalan raya radial yang dilengkapi dengan jalan lingkar 
(ring road) secukupnya (Soehartono, 2005).  
2.3.5 Mitigasi Bencana 
Penanganan bencana harus dengan strategi proaktif, tidak semata-mata 
bertindak pascabencana, tetapi melakukan berbagai kegiatan persiapan untuk 
mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Berbagai tindakan yang bisa 
dilakukan untuk mengantisipasi datangnya bencana dengan membentuk sistem 
peringatan dini, identifikasi kebutuhan dan sumber-sumber yang tersedia, 
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penyiapan anggaran dan alternatif tindakan, sampai koordinasi dengan pihak-
pihak yang memantau perubahan alam. Dalam mitigasi dilakukan upaya-upaya 
untuk meminimalkan dampak dari bencana yang akan terjadi yaitu program untuk 
mengurangi pengaruh suatu bencana terhadap masyarakat atau komunitas 
dilakukan melalui perencanaan tata ruang, pengaturan tata guna lahan, 
penyusunan peta kerentanan bencana, penyusunan data base, pemantauan dan 
pengembangan. 
Mitigasi bencana merupakan kegiatan yang amat penting dalam 
penanggulangan bencana karena kegiatan ini merupakan kegiatan sebelum 
terjadinya bencana yang dimaksudkan untuk mengantisipasi agar korban jiwa dan 
kerugian materi yang ditimbulkan dapat dikurangi. Masyarakat yang berada di 
daerah rawan bencana maupun yang berada di luar sangat besar perannya, 
sehingga perlu ditingkatkan kesadarannya, kepeduliannya dan kecintaannya 
terhadap alam dan lingkungan hidup serta kedisiplinan terhadap peraturan dan 
norma-norma yang ada. Istilah program mitigasi bencana mengacu kepada dua 
tahap perencanaan yaitu: Pertama, perencanaan sebelum kejadian untuk 
manajemen bencana, mencakup aktivitas-aktivitas mitigasi dan perencanaan 
bencana; Kedua, perencanaan serta tindakan sesudah kejadian, meliputi 
peningkatan standar teknis dan bantuan medis serta bantuan keuangan bagi korban 
(Inoghuci et.al, 2003). 
Dalam mitigasi bencana dilakukan tindakan-tindakan antisipatif untuk 
meminimalkan dampak dari bencana yang terjadi dilakukan melalui perencanaan 
tata ruang, pengaturan tata guna lahan, penyusunan peta kerentanan bencana, 
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penyusunan data, pemantauan dan pengembangan. Di negara-negara maju, 
kesalahan dalam pembangunan diimbangi melalui perencanaan yang matang 
(Inoghuci et.al, 2003). Belajar dari bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara 
26 Desember 2004 lalu, besarnya bencana selain diakibatkan oleh tingginya 
gelombang tsunami, juga oleh tata ruang yang kurang ramah bencana dan 
rusaknya lingkungan, rumah dibangun dekat dengan laut tidak adanya sabuk 
hijau, dan mangrove tinggal sedikit (Cahanar ed., 2005).  
Belajar dari pengalaman ini, pihak pemerintah daerah yang memiliki 
wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami hendaknya menata kembali 
wilayahnya, dengan tidak membangun wilayah pemukiman, fasilitas ekonomi dan 
industri di dekat pantai. Selain itu perlu dipersiapkan jalur evakuasi untuk 
penyelamatan penduduk dan dibangun lokasi pengungsian serta depot untuk 
bahan makanan dan obat-obatan bagi para pengungsi (Cahanar ed., 2005).  
Di pulau Okushirito Jepang yang sangat dekat dengan pusat gempa 
diterjang tsunami dalam waktu yang bersamaan dengan terjadinya gempa 
sedangkan alat deteksi mampu mendeteksi tsunami dalam waktu mendekati 1 
menit, sehingga di daerah rawan tsunami diberikan rambu petunjuk arah untuk 
memudahkan mencapai lokasi evakuasi (Nariman, 2005).  
 
 
 
 
                                           Sumber: Nariman, 2005 
 
GAMBAR 2.7 
CONTOH RAMBU RAWAN TSUNAMI DI JEPANG 
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Informasi tempat pengungsian saat terjadi bencana alam sangat penting 
sebab penduduk yang menyelamatkan diri saat terjadinya bencana seharusnya 
tahu kemana mereka harus menyelamatkan diri. Keberadaan rambu-rambu 
petunjuk arah penyelamatan seperti yang dilakukan di Jepang mutlak diperlukan 
agar masyarakat tahu jalur yang akan dilaluinya untuk menyelamatkan diri 
sebelum terjadi bencana. Dengan demikian akan berkurang kepanikan masyarakat 
pada saat bencana akan terjadi sehingga masyarakat bisa dengan lebih tenang 
dalam melakukan upaya mitigasi bencana.  
Di Amerika Serikat, pada saat terjadinya gelombang tsunami yang 
melanda kota Hilo pada tahun 1960 telah memberikan pemahaman akan bahaya 
tsunami, pengalaman dan kerawanan bencana, serta mengurangi resiko melalui 
perencanaan tata guna lahan, perencanaan tapak dan perancangan bangunan. Pada 
tahun 1974 dibuat rencana pembangunan pusat kota Hilo, dengan rencana ini 
dibangun wilayah yang disebut wilayah aman (safety district) berdasarkan jalur 
terpaan tsunami pada tahun 1946 dan 1960. Pemerintah menyediakan banyak rute 
penyelamatan diri dari lokasi permukiman. Sistem jalan mempunyai suatu pola 
sederhana yang didasarkan pada jalan memutar dan secara fungsional dibagi 
menjadi jalan kolektor dan lokal. Pemerintah menyediakan sistem sirkulasi yang 
cocok yang mampu melayani semua beban lalu lintas. Di kota Crescent, 
California pada lokasi-lokasi tertentu diberikan petunjuk-petunjuk lokasi evakuasi 
yang memudahkan warga untuk menyelamatkan diri.  
Kesiapan masyarakat dalam melakukan upaya mitigasi akan mengurangi 
kemacetan lalu lintas yang diakibatkannya. Hal ini dikarenakan masyarakat akan 
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lebih baik dalam memanfaatkan jaringan jalan yang tersedia sehingga lalu lintas 
akan lebih lancar. Kelancaran lalu lintas akan mendukung kemudahan akses ke 
tempat yang aman dari bencana.  
Penerapan informasi yang efektif dan program-program pendidikan, 
masyarakat dapat menggunakan brosur, instruksi satu lembar, uji coba sistem 
peringatan secara berkala, informasi media cetak dan elektronik dan lain-lain. 
Beberapa  informasi ini ditujukan bagi institusi-institusi seperti sekolah-sekolah, 
rumah sakit, fasilitas perawatan-pemulihan, dan komunitas yang tidak bisa 
berbahasa setempat (para wisatawan). Upaya-upaya informasi dan pendidikan ini 
penting diadakan secara rutin dan komprehensif. 
Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota ditujukan 
untuk mengurangi kerugian dan kerusakan akibat bencana yang sewaktu-waktu 
dapat melanda kota. Pemerintah pada daerah yang rawan bencana gempa dan 
tsunami intensif melakukan simulasi upaya evakuasi dan penyelamatan terhadap 
bencana. Demikian juga media membantu dengan menayangkan program yang 
memberi informasi upaya penyelamatan terhadap bencana gempa dan tsunami.  
2.4 Sintesa Literatur 
Perkembangan kota merupakan dampak dari aktivitas urbanisasi dan 
pertambahan penduduk. Perkembangan kota yang relatif cepat secara ideal 
seharusnya diikuti oleh pengembangan sistem transportasi, diantaranya adalah 
pengembangan jaringan jalan. Kebutuhan pengembangan jaringan jalan 
dipengaruhi oleh struktur ruang kota.  
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Untuk melakukan kegiatan sehari-hari, manusia melakukan perjalanan 
diantara tata guna lahan dengan menggunakan sistem transportasi yakni jaringan 
jalan sehingga menimbulkan pergerakan arus manusia dan barang. Agar 
kelancaran interaksi terjamin maka dikembangkan jaringan jalan yang sesuai 
dengan kondisi geografi dan topografi suatu wilayah. Kondisi wilayah yang rawan 
bencana khususnya bencana gempa dan tsunami harus mendapat perhatian khusus 
dalam pengembangan jaringan jalan karena harus mengakomodir upaya mitigasi 
bencana untuk meminimalkan korban jiwa dan kerugian materi bila terjadi 
bencana.  
Pada saat terjadi bencana, secara serentak akan terjadi pergerakan 
penduduk dari daerah asal ke tempat tujuan yang lebih aman. Sebagian besar titik 
awal pergerakan adalah dari permukiman dan pusat kota menuju arah pegunungan 
yang dianggap lebih aman. Pergerakan ini menuntut ketersediaan jaringan jalan 
yang untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jalan dalam melayani 
pergerakan pengguna jalan.  Hal ini untuk mempercepat mobilitas penduduk agar 
korban jiwa dan kerugian materi dapat diminimalkan.  
Pada kota pantai yang memiliki jaringan jalan dengan pola grid, 
kelangsungan upaya mitigasi terkendala karena terjadi kemacetan pada titik-titik 
persimpangan jalan. Untuk itu jaringan jalan harus saling menghubungkan dan 
memberikan lebih dari satu jalur  menuju tempat evakuasi. Jalur-jalur jalan yang 
ada harus lebar-lebar khususnya dari daerah permukiman dan pusat kota agar 
kapasitas jalan lebih besar.  
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Selain pelebaran jalan, perlu adanya jalan-jalan baru dari daerah 
permukiman atau pusat kota menuju tempat aman. Jalan tersebut merupakan jalan 
koridor yang dapat mengurangi kemacetan di persimpangan jalan akibat pola jalan 
yang berbentuk grid dan kelebihan kapasitas jalan. Jalan-jalan lingkungan dan 
jalan pada taman kota harus saling berhubungan dan bisa beralih fungsi pada saat 
bencana sebagai jalur alternatif perjalanan untuk mengurangi beban jalan utama. 
Untuk kelancaran pergerakan masyarakat pada saat bencana, maka harus 
ada rambu-rambu penunjuk jalan menuju tempat aman. Sosialisasi yang baik dari 
pemerintah tentang upaya mitigasi bencana secara langsung maupun melalui 
rambu-rambu bencana akan sangat membantu kelancaran pergerakan mitigasi 
bencana sehingga dapat meminimalkan korban jiwa dan kerugian materi.  
TABEL II.1 
RANGKUMAN KAJIAN LITERATUR 
 
No. Kajian Literatur Variabel 
1. Struktur kota dibentuk oleh struktur jaringan jalan. 
Pola jaringan jalan kota pantai cenderung berbentuk 
grid dan terkait erat dengan kondisi topografi. 
Pola dan struktur 
jaringan jalan 
eksisting 
2. Kota pantai yang dilalui jalur patahan merupakan 
kawasan rentan bencana gempa dan tsunami. 
Geoteknik dan 
geologi 
3. Permukiman di sepadan pantai rawan terhadap 
bencana gempa dan tsunami. Permukiman tersebut 
disebabkan oleh tradisi dan mata pencaharian 
penduduk. 
Pola permukiman 
4. Pola aktivitas dan penggunaan lahan 
mempengaruhi karakteristik pergerakan. Sebagian 
besar pola pergerakan rutin dan pilihan, kecuali 
pada saat terjadi bencana masyarakat harus 
bergerak menuju tempat aman.  
Pola pergerakan pada 
saat bencana  
5. Pola jaringan jalan pada kota yang rawan bencana 
harus mampu mengakomodir upaya mitigasi untuk 
meminimalkan korban jiwa dan kerugian materi. 
Pola jaringan jalan 
pada kota yang 
rawan bencana 
gempa dan tsunami 
Sumber: Penulis, 2006 
BAB  III 
KAJIAN UMUM KOTA SIBOLGA 
 
 
 
3.1 Kondisi Fisik Wilayah Kajian 
3.1.1 Wilayah Administrasi 
Kota Sibolga berada pada kawasan pantai barat Sumatera Utara yaitu di 
Teluk Tapian Nauli, sejauh ± 350 km ke arah selatan Kota Medan ibu kota 
Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kota Sibolga terletak di antara 01042’ 
– 01046’ LU dan 980 44’ BT– 980 48’ BT. Wilayah yang masuk dalam lingkungan 
Kota Sibolga ialah Kota Keresidenan Tapanuli yang berbatas sebelah utara, timur, 
selatan dengan kabupaten Tapanuli Tengah dan sebelah barat dengan Samudera 
Indonesia.  
Luas wilayah Kota Sibolga (tidak termasuk lautan) adalah 1.077 Ha atau 
10, 77 km² yang terdiri 889,16 Ha (82,56%) daratan pulau Sumatera dan 187,84 
Ha (17,44%) daratan kepulauan (pulau Sarudik, pulau Poncan dan pulau Panjang). 
Kota Sibolga terdiri atas empat kecamatan yakni; Kecamatan Sibolga Utara 
dengan luas 2,883 km², Sibolga Kota dengan luas 2,310 km², Sibolga Selatan 
dengan luas 3,226 km², dan Kecamatan Sibolga Sambas dengan luas 2,361 km² 
(BPS Kota Sibolga, 2004). Wilayah Administrasi Kota Sibolga ditunjukkan pada 
peta 3.1 berikut. 
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3.1.2 Kondisi Topografi 
Kota Sibolga merupakan kota pantai di kaki Bukit Barisan yang 
membujur di sepanjang pantai Barat Sumatera Utara menghadap ke Teluk Tapian 
Nauli. Kota Sibolga berada pada ketinggian 1-50 meter di atas permukaan air laut. 
Letak yang sedemikian rupa mengakibatkan keadaan topografi Kota Sibolga 
terbagi menjadi dua kategori dominan yaitu wilayah datar Kota Sibolga dengan 
kemiringan lahan 0-2% (29,14% dari luas daratan) dan wilayah lereng Kota 
Sibolga dengan kemiringan >40% (59,26% dari luas daratan). Tingkat kelerengan 
lahan Kota Sibolga secara lebih jelas disajikan dalam tabel tingkat kelerengan 
lahan Kota Sibolga, sedang peta komposisi kemiringan lahan wilayah Kota 
Sibolga dapat dilihat pada peta 3.2. 
TABEL  III.1 
TINGKAT KELERENGAN LAHAN KOTA SIBOLGA 
 
Luas (Ha) No. Kelerengan % 
Daratan 
Sumatera 
Daratan 
Kepulauan 
Jumlah 
(Ha) 
Prosentase 
(%) 
1. 0 - 2 218.80 95.00 313.8 29.14 
2. 2 - 15 73.00 18.00 91.0 8.45 
3. 15 - 40 13.00 21.00 34.0 3.16 
4. > 40 548.36 53.84 638.2 59.26 
Jumlah 889.16 187.84 1,077.0 100.00 
   Sumber: Bappeda Kota Sibolga, 2004 
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3.1.3 Iklim dan Curah Hujan 
Kota Sibolga beriklim tropis dengan dua musim yakni musim kemarau 
dan hujan. Musim kemarau terjadi sekitar bulan Mei s/d Agustus, dan musim 
penghujan sekitar bulan September s/d Januari. Bulan Februari s/d April 
merupakan musim peralihan. Temperatur udara maksimum rata-rata 31,460C 
sedangkan temperatur minimum rata-rata 21,950C. Kelembaban udara rata-rata 
82,67% dan kecepatan angin 6,16 m/detik. Curah hujan rata-rata 1.500 mm per 
tahun, puncak curah hujan terjadi pada bulan November dan Desember ( Bappeda 
Kota Sibolga, 2004). 
3.1.4 Geoteknik  dan Geologi 
Jalur patahan Renun-Toru yang membelah bumi Sumatera Utara yang 
melintasi Kabupaten Karo, Dairi, Samosir, Pak-pak Barat, Tapanuli Utara, 
Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal memberikan 
konsekuensi adanya bahaya gempa yang mengancam kawasan patai barat 
Sumatera Utara termasuk Kota Sibolga. Secara lebih detail, keberadaan patahan 
Renun-Toru dapat dilihat pada peta 3.3. 
Kawasan perbukitan Kota Sibolga termasuk dalam jalur Pegunungan 
Bukit Barisan yang membujur dari utara ke selatan. Jalur bukit barisan di bagian 
utara berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut. Jalur bukit 
barisan ini membentang dari arah tenggara ke barat laut mengikuti Pantai Barat 
Sumatera. Di antara pegunungan bagian utara dan Lajur Tarutung, yaitu di bagian 
timur sampai  utara, terdapat pegunungan hasil penyesaran bongkah. 
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3.1.5 Tata Guna Lahan 
Pemanfaatan lahan menunjukkan 47,02% dari total luas wilayah darat 
Kota Sibolga atau seluas 506.36 ha merupakan lahan terbangun (built up area). 
Penggunaan lahan terbangun tersebut digunakan untuk perumahan dengan luas 
pemanfaatan lahan mencapai 431,29 ha atau 85,17% dari luas lahan terbangun. 
Lahan lainnya merupakan hutan belukar dan semak yang berada pada lereng-
lereng bukit terjal. Hal tersebut merupakan limitasi bagi Kota Sibolga dalam 
melakukan pengembangan khususnya konversi lahan menjadi kawasan terbangun 
(pemukiman, industri dan jasa). Penggunaan lahan yang ada meliputi kegiatan 
pertanian seperti sub-sektor perkebunan, peternakan dan perikanan yang secara 
langsung merupakan elemen ruang dan pembentuk dari penggunaan lahan di Kota 
Sibolga secara keseluruhan. Penggunaan lahan di Kota Sibolga disajikan pada 
tabel III.2 dan peta 3.4. 
TABEL III.2 
PENGGUNAAN LAHAN KOTA SIBOLGA 
 
Luas Per Kecamatan (Ha) 
 
No Penggunaan 
Sibolga 
Utara 
Sibolga 
Kota 
Sibolga 
Selatan 
Sibolga 
Sambas 
Jumlah 
1. Perumahan 147,07 80,00 107.19 97.03 431.29 
2. Jasa 8,61 15,71 3.86 6.33 34.51 
3. Perusahaan 1,45 21,50 8.17 6.30 37.42 
4. Industri 0,35 0,15 1.73 0.92 3.15 
5. Tegalan 0,86 -- -- -- 0.86 
6. Perkebunan 63,94 27,01 32.17 25.76 148.89 
7. Semak  26,10 45,70 127.86 67.28 266.95 
8. Tanah kosong 0,74 -- 3.61 1.20 5.56 
9. Hutan belukar 39,18 37,41 36.67 31.03 144.28 
10. Hutan sejenis -- 3,52 0.34 0.25 4.10 
Jumlah. 288,30 231,00 321,60 236,10 1,077.00 
   Sumber: Bappeda Kota Sibolga, 2004 
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3.2 Kondisi Kependudukan  
3.2.1 Laju Pertumbuhan dan Proporsi Penduduk 
Jumlah penduduk Kota Sibolga menurut sensus penduduk tahun 1990 
berjumlah 71.359 jiwa, tahun 2000 jumlah penduduk mencapai 82.310 jiwa 
dengan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 1,29%, sedang jumlah penduduk 
pada tahun 2004 sebanyak 87.260 jiwa. Jumlah penduduk Kota Sibolga 
selengkapnya disajikan dalam tabel III.1berikut. Tabel di bawah menunjukkan 
bahwa pada tahun 2004 Kecamatan Sibolga Selatan merupakan kecamatan yang 
tertinggi proporsi jumlah penduduknya sekitar 35,82% dari total penduduk Kota 
Sibolga. 
TABEL III.3 
JUMLAH PENDUDUK KOTA SIBOLGA 
 
Sensus 1990 Sensus 2000 Registrasi 2004 No Kecamatan 
Jiwa % Jiwa % Jiwa % 
1. Sibolga Utara 16.583 23,17 17.440 21,10 19.472 22,31 
2. Sibolga Kota 15.560 21,64 15.013 18,17 15.622 17,90 
3. Sibolga Selatan 39.674 55,18 29.211 35,34 31.352 35,82 
4. Sibolga Sambas -- -- 20.972 25,39 20.914 23,97 
Kota Sibolga 71.895 100 82.636 100 87.260 100 
Sumber: Bappeda Kota Sibolga, 2004 
 
3.2.2 Kepadatan Penduduk  
Kontribusi jumlah penduduk dan luas wilayah yang bervariasi akan 
membuat suatu kepadatan penduduk yang bervariasi seperti disajikan pada tabel 
III.4. Tingkat kepadatan penduduk Kota Sibolga yaitu sebesar 8.102/km2 dapat 
dianggap cukup tinggi untuk ukuran sebuah kota kecil. Tingginya tingkat 
kepadatan penduduk Kota Sibolga lebih disebabkan besarnya tingkat migrasi yang 
  
59
masuk ke kota. Hal ini didukung dengan tingginya keinginan masyarakat untuk 
tinggal di wilayah perkotaan daripada di luar perkotaan yang terkait dengan 
ketersediaan fasilitas-fasilitas pelayanan social dan ekonomi.  
TABEL III.4 
KEPADATAN PENDUDUK KOTA SIBOLGA 
PER KECAMATAN 
 
No. Kecamatan Luas (Km²) Penduduk Kepadatan/km² 
1. Kec.  Sibolga Utara 2,883 19.472 6.754 
2. Kec.  Sibolga Kota 2,310 15.622 6.763 
3. Kec.  Sibolga Selatan 3,226 31.352 9.719 
4. Kec. Sibolga Sambas 2,351 20.914 8.896 
Kota Sibolga 10,770 87.260 8.102 
          Sumber : BPS Kota Sibolga, 2004 
 
Tingkat kepadatan tersebut berakibat pada meningkatnya kebutuhan 
masyarakat akan perumahan sehingga terjadi perkembangan pemukiman 
penduduk yang cenderung mengarah ke wilayah pegunungan dan tepian pantai 
hingga di atas permukaan air laut. Permukiman tersebut berakibat kepada 
terjadinya alih fungsi lahan tak terbangun menjadi lahan terbangun yang 
membentuk pemukiman-pemukiman baru pada kawasan yang rentan terhadap 
bencana. Bencana-bencana yang mungkin mengancam permukiman tersebut 
terkait dengan kondisi fisik alam adalah bahaya gempa dan tsunami serta bahaya 
longsor dan banjir. 
 
3.3 Sistem Transportasi Kota Sibolga 
Sistem transportasi Kota Sibolga terdiri dari transportasi darat dan air. 
Untuk melayani transportasi darat saat ini tersedia sebuah terminal bus yang 
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melayani rute Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi 
(AKAP). Sedangkan transportasi udara memanfaatkan fasilitas pelabuhan udara 
yang terdekat dengan kota Sibolga yakni pelabuhan udara Dr. Ferdinan 
Lumbantobing di Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah. 
Transportasi air yang menonjol adalah transportasi laut. Hal ini 
disebabkan Sibolga merupakan kota pantai yang disekitarnya terdapat pulau-pulau 
kecil yang dihuni penduduk. Untuk mendukung transportasi laut, kota Sibolga 
memiliki pelabuhan laut yang dapat melayani kapal angkutan barang dan orang 
dalam skala regional dan nasional.  
3.3.1 Pola Pergerakan dan Pelayanan Eksisting Transportasi Kota  Sibolga 
Pergerakan internal di Kota Sibolga berbasis pada tempat tinggal. 
Penduduk memulai perjalanan dari tempat tinggal dan mengakhiri perjalanannya 
kembali ke rumah. Maksud perjalanan yang dominan adalah perjalanan ke tempat 
kerja dan ke sekolah sehingga waktu terjadinya perjalanan dimulai pukul 07.30 
dan berakhir pukul 17.00 sesuai dengan pola kerja biasanya dengan waktu puncak 
pergerakan internal yaitu pukul 07.00-07.30 dan 16.00-16.30.   
Luas kota Sibolga (10,77 km2) bila dibandingkan dengan panjang jalan 
yang ada saat ini yakni 61,73 km, maka rasio panjang jalan terhadap luas wilayah 
adalah 5731,662 m/ km2. Dengan mengacu pada RSTRP Sumatera Utara panjang 
jalan dan luas wilayah Kabupaten/Kota terdiri atas empat kategori: 0-150 m/km2, 
151-300 m/km2, 301-450 m/km2, 451-600 m/km2, maka rasio panjang jalan 
terhadap luas Kota Sibolga berada jauh di atas kategori tersebut yakni  5731,662 
m/km2 yang berarti tingkat aksesibilitasnya sangat tinggi.  
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Berdasarkan data BPS Kota Sibolga tahun 2004, terdapat sejumlah tiga 
buah perusahaan angkutan kota dengan armada sebanyak 125 unit, angkutan kota 
tersebut sebagai moda angkutan umum untuk pergerakan internal. Untuk 
pergerakan eksternal dilayani oleh moda angkutan umum dengan jumlah 
perusahaan Angkutan Antar Kota sebanyak satu perusahaan dengan armada 
sebanyak 26 unit.  
3.3.2 Kondisi Eksisting Jaringan Jalan Kota Sibolga 
Sistem transportasi darat memiliki jaringan jalan yang dilintasi oleh 
jaringan jalan nasional, regional, dan lokal. Selain jaringa jalan tersebut, di setiap 
lingkungan perumahan telah dibangun jalan-jalan lingkungan berupa jalan setapak 
yang menghubungkan daerah/lingkungan permukiman ke jalan raya yang tersedia. 
Jaringan jalan lokal menjangkau semua lingkungan di kota Sibolga. Tingkat 
aksesibilitas jaringan jalan tersebut relatif cukup baik dengan kondisi jaringan 
jalan secara keseluruhan relatif cukup baik.  
Jaringan jalan dapat dipergunakan untuk menghubungkan wilayah kota 
Sibolga  dengan daerah lain dalam skala regional dan Nasional. Jaringan jalan 
yang menempatkan Kota Sibolga sebagai simpul dalam skala regional meliputi: 
1. Jalan arteri: Sibolga–Tarutung (pergerakan ke wilayah Kabupaten Tapanuli 
Tengah, Tapanuli Utara dan Medan)  
2. Jalan kolektor: Sibolga–Padangsidempuan (pergerakan ke wilayah 
Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Sumatera Barat) 
3. Jalan kolektor: Sibolga–Barus (pergerakan ke wilayah Kabupaten Tapanuli 
Tengah dan NAD). 
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TABEL III.5 
PANJANG JALAN MENURUT KONDISI JALAN DAN STATUS JALAN 
 
Kondisi Jalan (km) No. Status Jalan Panjang 
Jalan (km) Baik Sedang Rusak Rusak berat 
1. Jalan Negara 3,24 - 1,37 - 1,87 
2. Jalan Propinsi 5,44 - 1,94 0,51 2,99 
3. Jalan Kota 53,05 18,58 13,71 16,11 4,65 
Sumber: BPS Kota Sibolga, 2004 
 
TABEL III.6 
PANJANG JALAN  
MENURUT JENIS PERMUKAAN DAN STATUS JALAN 
 
Jenis Permukaan No. Status Jalan Panjang 
Jalan (km) Diaspal Kerikil Tanah 
1. Jalan Negara 3,24 3,24 - - 
2. Jalan Propinsi 5,44 5,44 - - 
3. Jalan Kota 53,05 52,89 - 0,16 
    Sumber: BPS Kota Sibolga, 2004 
 
TABEL III.7 
PANJANG JALAN MENURUT KELAS JALAN DAN STATUS JALAN 
 
Kelas Jalan No. Status Jalan Panjang 
Jalan (km) I II III IV V Tdk dirinci 
1. Jalan Negara 3,24 - 3,24 - - - - 
2. Jalan Propinsi 5,44 - 5,44 - - - - 
3. Jalan Kota 53,05 - - 53,05 - - - 
Sumber: BPS Kota Sibolga, 2004 
 
 
 
BAB IV 
ANALISIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN PADA 
KOTA YANG RAWAN BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI 
 
 
 
4.1 Analisis Pergerakan Penduduk Pada Saat Bencana Gempa dan Tsunami 
Trauma gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004 menyebabkan 
ribuan peduduk Sibolga bergerak menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi 
Nias 28 Maret 2005 pada pukul 23.15 WIB. Pergerakan tersebut dipicu oleh 
gempa berkekuatan 8,9 SR yang dirasakan dalam tempo yang relatif lama dan 
muncul isu akan terjadi tsunami. Isu tsunami menyebabkan masyarakat sangat 
panik bertindak dalam usaha menyelamatkan diri. Dalam usaha menyelamatkan 
diri, ribuan masyarakat bergerak untuk mencapai tempat yang dianggap aman 
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya demi terhindar dari bencana. Pada saat 
bencana gempa Nias, tempat asal pergerakan penduduk adalah rumah, dinyatakan 
lebih dari 99% responden. Rumah sebagai tempat asal pergerakan  karena bencana 
tersebut terjadi pada malam hari ketika penduduk sudah kembali dan beristirahat 
di rumah.  
Tempat yang dianggap aman adalah tempat yang berada pada kawasan 
yang lebih tinggi dari tempat asal atau daerah perbukitan di Kota Sibolga dan 
sekitarnya. Belum adanya ruang publik yang khusus disiapkan sebagai tempat 
mitigasi dan evakuasi bencana menyebabkan masyarakat harus mencari tempat 
perlindungan masing-masing tanpa ada arahan dari pihak terkait. Tempat yang 
digunakan penduduk sebagai tempat penyelamatan adalah rumah-rumah warga 
yang berada di kawasan pegunungan, sekolah dan rumah ibadah. Keterbatasan 
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jumlah rumah, sekolah dan rumah ibadah di daerah pegunungan mengakibatkan 
hanya 18% responden yang tertampung di rumah warga, sebanyak 10% di rumah 
ibadah dan pengungsi di sekolah sebanyak 11% responden.  
Kawasan Wisata
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TVRI
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Kuburan
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Jalan raya
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Gunung
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DIAGRAM 4.1 
TEMPAT PENYELAMATAN DIRI 
 
    
 
    
 
GAMBAR 4.1 
RUMAH, SEKOLAH, DAN RUMAH IBADAH DIPERGUNAKAN 
SEBAGAI TEMPAT PENGUNGSIAN 
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Berdasarkan hasil pengolahan data primer melalui kuisioner bahwa 
responden yang melakukan upaya penyelamatan ke daerah pegunungan dan 
berada di alam terbuka memiliki jumlah terbesar yakni 132 responden dari 
keseluruhan 399 responden (33,1%). Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah 
rumah, sekolah, dan rumah ibadah di pegunungan yang bisa dimanfaatkan sebagai 
lokasi penyelamatan. Selain itu, sebagian masyarakat masih takut untuk tinggal di 
rumah atau dalam gedung karena adanya gempa-gempa susulan yang 
dikhawatirkan bisa mengakibatkan runtuhnya rumah atau gedung yang dihuni 
pengungsi.  
    
 
GAMBAR 4.2 
JALAN SETAPAK MENUJU LOKASI PENYELAMATAN DIRI DI 
PEGUNUNGAN/BUKIT 
 
Jalan raya dipergunakan masyarakat sebagai tempat penyelamatan karena 
keterbatasan ketersediaan rumah, sekolah, dan rumah ibadah yang dapat 
digunakan sebagai lokasi penyelamatan. Pemilihan jalan raya sebagai tempat 
penyelamatan juga disebabkan ketidakmampuan pengungsi untuk bergerak ke 
tempat yang lebih tinggi di perbukitan karena kondisi jalan perbukitan yang relatif 
lebih sulit untuk dilalui. Sebagian masyarakat harus rela mengungsi dan tidur di 
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jalanan, namun bagi pengungsi yang menggunakan mobil bisa memanfaatkan 
mobil tersebut sebagai tempat pengungsian di jalan raya.  
Penggunaan jalan raya sebagai lokasi penyelamatan menyebabkan 
semakin sempitnya ruas jalan yang bisa dipergunakan penduduk untuk melakukan 
pergerakan sehingga hambatan jalan akan sangat tinggi. Tingginya hambatan jalan 
sementara arus lalu lintas yang besar akan menyebabkan kecepatan kendaraan 
menurun dan kemacetan sehingga terjadi antrian kendaraan pada ruas jalan 
tersebut. Titik-titik kemacetan juga terjadi pada persimpangan jalan akibat arus 
lalu lintas yang sangat besar sementara kapasitas persimpangan jalan terbatas. 
Dengan demikian waktu tempuh menuju lokasi penyelamatan semakin lama, yang 
berarti upaya mitigasi masyarakat akan lebih lama dan beresiko terkena dampak 
bencana. 
 Sebanyak 63 responden (15,8%) yang memanfaatkan jalan raya sebagai 
tempat penyelamatan diri. Hal ini dikarenakan kesulitan dalam mencapai tempat 
yang lebih tinggi dan keterbatasan fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan 
sebagai tempat pengungsian. Jalan raya yang gunakan sebagai tempat 
penyelamatan adalah jalan yang secara geografis berada pada daerah yang tinggi 
dan merupakan jalur penguhubung ke perbukitan Kota Sibolga. Sebagian dari ruas 
jalan yang dipergunakan sebagai tempat penyelamatan adalah Jalan Bukit Barisan, 
Jalan Tarutung, Jalan Melur, Jalan Maraden Panggabean, Jalan Gereja, Jalan DI 
Panjaitan, Jalan Baru Depan AIDO Plaza, Jalan Murai, Jalan SM Raja, Jalan 
Sudirman, Jalan, EE Sigalingging, dan lain sebagainya yang ditunjukkan pada 
peta 4.1 dan gambar 4.3.  
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GAMBAR 4.3 
JALAN RAYA YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT 
PENYELAMATAN 
 
Ruang terbuka publik yang dipergunakan sebagai tempat penyelamatan 
adalah lokasi ruang terbuka yang selama ini difungsikan sebagai kawasan wisata 
yakni lokasi gunung Tor Simarbarimbing dan Tangga Seratus. Responden yang 
mengungsi di lokasi tersebut yakni sebanyak 24 orang responden (6%). Lokasi 
tersebut dibangun oleh Pemko Sibolga sebagai ruang publik yang memiliki daya 
tarik parawisata, namun setelah bencana maka lokasi wisata tersebut dapat 
difungsikan sebagai tempat penyelamatan diri. Pemilihan lokasi tersebut sebagai 
tempat penyelamatan karena lokasinya berada pada daerah pegunungan dan 
responden telah paham kondisi jalan menuju lokasi.  
    
 
GAMBAR 4.4 
KAWASAN WISATA TOR SIMARBARIMBING DAN TANGGA 
SERATUS DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT PENYELAMATAN 
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Ruang terbuka lain yang dipergunakan masyarakat sebagai tempat 
penyelamatan adalah lokasi pekuburan. Lokasi pekuburan yang biasanya dianggap 
menyeramkan bagi masyarakat terutama di malam hari ternyata tidak membuat 
gentar 7 responden (1,8%) untuk mengungsi di daerah pekuburan. Selain itu, 
masyarakat juga memanfaatkan lokasi pemancar TVRI sebagai tempat 
penyelamatan. Lokasi pemancar TVRI sudah dihubungkan oleh jaringan jalan 
aspal sehingga lebih mudah mencapainya meski dengan tingkat kemiringan jalan 
bisa lebih dari 45o.    
 
    
 
GAMBAR 4.5 
PEMANCAR TVRI DAN PEKUBURAN DIMANFAATKAN SEBAGAI 
LOKASI PENYELAMATAN 
 
Pergerakan ribuan masyarakat Kota Sibolga dari zona asal yakni lokasi 
penduduk pada saat bencana terjadi menuju zona tujuan yakni lokasi aman dari 
bencana untuk penyelamatan diri. Pilihan moda yang digunakan berdasarkan 
ketersediaan moda angkutan yang dimiliki masyarakat dan juga kemudahan dalam 
penyiapan hingga pemakaian moda tersebut yang agar bisa terhindar dari 
kemacetan sehingga sampai di tujuan dalam waktu sesingkat-singkatnya. 
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Sebanyak 206 responden (51,6%) berjalan kaki menuju lokasi tempat 
penyelamatan. Jumlah pejalan kaki merupakan yang terbesar dibandingkan 
penduduk yang menggunakan moda angkutan lain yakni sepeda motor 28,8%, 
mobil 13,3%, becak 6% dan sepeda 0,3%.  
 
 
DIAGRAM 4.2 
MODA ANGKUTAN UNTUK PENYELAMATAN DIRI 
 
Lebih dari 51% responden memilih berjalan kaki untuk meyelamatkan 
diri karena sebagian responden tidak memiliki kendaraan bermotor. Bagi 
responden yang memiliki kendaraan bermotor tetapi lebih memilih berjalan kaki  
karena tempat penyelamatan tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor sehingga 
demi kemudahan pergerakan mereka rela meninggalkan sepeda motor.  
Berjalan kaki dapat lebih mudah terhindar dari kemacetan jalan raya dan 
lebih mudah untuk melalui jalan setapak sehingga dapat memperpendek rute 
perjalanan yang ditempuh menuju lokasi aman. Berjalan kaki sangat memudahkan 
penduduk yang berada di dekat pegunungan untuk bergerak karena dapat 
langsung berlari ke pegunungan. Bagi penduduk yang jauh dari pegunungan atau 
berada di sekitar tepi pantai maka pejalan kaki harus didukung stamina dan 
semangat yang kuat untuk berjalan atau berlari secepatnya dengan jarak tempuh 
Jalan kaki
51.6%  Becak
6.0%
Sepeda
0.3%
Sepeda motor 
28.8%
Mobil
13.3%
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yang lebih jauh. Daya tahan tubuh dan semangat untuk menyelamatkan diri akan 
sangat mempengaruhi kecepatan penduduk sampai di lokasi tujuan. Rasa takut 
akan bahaya dan bayangan kematian akibat bencana membuat responden bisa 
berjalan jauh lebih cepat pada jarak tempuh yang sama ketika kondisi normal.   
Di urutan kedua, moda angkutan yang digunakan responden adalah 
angkutan sepeda motor. Angkutan sepeda motor mulai marak digunakan sebagai 
alat transportasi sehari-hari akibat kurangnya daya dukung angkutan umum, 
sementara kemudahan kepemilikan sepeda motor melalui kredit tanpa DP (uang 
muka) sangat menarik masyarakat. Kepemilikan sepeda motor menjadi alasan 
untuk memanfaatkan kendaraan sepeda motor sebagai alat angkutan menuju 
tempat yang aman. Pemakai sepeda motor dapat lebih mudah mencapai lokasi 
aman yang dapat ditempuh oleh kendaraan bermotor. Dengan kemudahan 
mencapai lokasi penyelamatan dan dapat menghindari kemacetan di jalan raya 
hingga sampai di lokasi tujuan dalam waktu yang relatif singkat maka sepeda 
motor menjadi moda pilihan untuk upaya mitigasi.  
Kepemilikan kendaraan roda empat yakni mobil, dan kendaraan roda tiga 
yakni becak relatif sedikit dibanding dengan kepemilikan sepeda motor. Oleh 
karena itu, sedikit responden yang memilih angkutan mobil sebagai alat 
transportasi menuju tempat aman. Selain itu, penggunaan mobil dan becak akan 
memperlambat waktu tempuh menuju tempat aman. Mobil dan becak sering 
terhalang oleh hambatan jalan dan terbatasnya kapasitas jalan. Namun angkutan 
ini menjadi pilihan agar bisa mengangkut orang dan barang dalam jumlah yang 
lebih banyak.  
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Waktu tempuh penduduk mencapai tempat aman sangat bervariasi dan 
dipengaruhi oleh moda angkutan yang digunakan, rute yang dilalui, zona asal dan 
tujuan, dan faktor lain yang tidak terukur. Besarnya waktu tempuh pada suatu ruas 
jalan sangat tergantung dari besarnya arus dan kapasitas jalan.  
Secara rata-rata, waktu yang diperlukan pengguna mobil menuju tempat 
aman lebih lama bila dibandingkan dengan pengguna sepeda motor. Pengguna 
sepeda motor memerlukan waktu lebih lama dari pejalan kaki bila rute perjalanan 
dekat. Namun pada rute yang relatif jauh pengguna sepeda motor masih lebih 
cepat dari pejalan kaki karena pengguna sepeda motor masih bisa mencari ruang 
gerak untuk melewati kemacetan, sesuatu yang sulit dilakukan oleh pengguna 
mobil pada saat bencana.  
Pergerakan penduduk yang tidak teratur karena tidak adanya sosialisasi 
upaya mitigasi dan rambu bencana mengakibatkan tidak terdistribusinya arus 
kendaraan secara merata. Ketidaklancaran lalu lintas juga disebabkan kurang 
memadainya kondisi jaringan jalan dalam melayani pergerakan khususnya pada 
saat bencana.  
Tidak  memadai 
43.6%
Memadai
22.8%
Kurang 
memadai
33.6%
 
 
DIAGRAM 4.3 
TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KETERSEDIAAN 
JARINGAN JALAN KOTA SIBOLGA 
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Berdasarkan data kuesioner tentang waktu tempuh masyarakat dari zona 
asal menuju zona tujuan, hanya 12,8% responden yang bisa mencapai lokasi aman 
dalam waktu kurang dari 5 menit. Responden tersebut kebanyakan dengan 
berjalan kaki menuju tempat aman dan rute yang dilalui lebih singkat karena 
mereka berada lebih dekat dengan daerah perbukitan. Sementara yang terbanyak 
waktu tempuh menuju tempat aman yakni 5-15 menit yaitu oleh sebanyak 43,1%. 
Pengguna sepeda motor dan pejalan kaki menjadi responden terbanyak pada 
kelompok ini. Bila tsunami dianggap terjadi 15 menit setelah gempa seperti 
bencana tsunami Aceh 2004 maka hanya 55,9% penduduk Kota Sibolga yang bisa 
selamat dari tsunami sedang 44,1% lainnya akan menjadi korban tsunami karena 
waktu tempuh yang dibutuhkan lebih dari 15 menit. 
5-15 menit
43.1%
<5 menit
12.8%
15-30 menit
33.6%
>45 menit
1.8%
30-45 menit 
8.8%
 
 
DIAGRAM 4.4 
WAKTU TEMPUH PENYELAMATAN 
 
Interval waktu sejak terjadinya gempa sampai tsunami berkisar 20 menit, 
sedangkan informasi dari sistem peringatan dini (early warning system) yang 
dimiliki pemerintah (BMG) tentang kekuatan dan sumber gempa serta 
kemungkinan tsunami memerlukan waktu hingga 10-15 menit sampai di 
  
74
masyarakat. Dengan demikian, waktu yang dimiliki oleh masyarakat untuk 
bergerak menuju tempat yang aman berkisar 5-10 menit.  
 
 
GAMBAR 4.6 
SISTEM PERINGATAN DINI 
 
    
GAMBAR 4.7 
JARINGAN INFORMASI TSUNAMI 
 
Setelah terjadinya gempa, kemungkinan tsunami bisa dilihat dari 
permukaan air laut. Bila permukaan air laut surut maka kemungkinan besar 
tsunami akan terjadi. Interval waktu surutnya permukaan air laut hingga tsunami 
Gempa 
bumi 
Sistem 
Peringatan 
Dini 
Informasi 
kemungkinan 
tsunami 
Evakuasi 
Masyarakat 
 
Tsunami 
Perubahan 
permukaan 
air laur 
Evakuasi 
masyarakat  
 
20 menit
5-10 menit
10-15 menit
Visual
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terjadi adalah selama 15 menit. Bila dengan indikator tersebut maka waktu yang 
dimiliki oleh masyarakat untuk menyelamatkan diri berkisar 15 menit. Oleh 
karena waktu untuk menyelamatkan diri sangat singkat maka pergerakan 
masyarakat dari tempat asal pada saat gempa terjadi menuju tempat tujuan harus 
ditempuh dalam waktu yang kurang dari 15 menit. Untuk menempuh waktu itu 
maka harus dikembangkan jaringan jalan agar memiliki kapasitas dan aksesibilitas 
yang tinggi sehingga korban jiwa dan kerugian materi akibat bencana dapat 
diminimalkan.  
4.1.1 Asal dan Tujuan Pergerakan Pada Saat Bencana 
Pergerakan penduduk dari lokasi asal menuju lokasi tujuan penyelamatan 
dikelompokkan dalam zona asal dan zona tujuan. Sistem pembagian zona 
didasarkan pada sistem guna lahan dimana satu satuan guna tanah didapat dengan 
membagi wilayah kajian menjadi zona yang dianggap mempunyai keseragaman 
tata guna lahan atau berada di bawah suatu administrasi pemerintahan tertentu. 
Zona asal pergerakan bencana dibagi dalam 15 zona pada Kota Sibolga 
yang dikelompokkan berdasarkan administrasi pemerintahan tingkat kelurahan 
dan berdasarkan kedekatan lokasi pusat permukiman penduduk. Zona tujuan 
penyelamatan di bagi dalam 13 zona yang diketahui berdasarkan lokasi 
penyelamatan penduduk pada saat bencana melalui jawaban responden pada 
kuesioner. Zona tujuan dikelompokkan berdasarkan kedekatan lokasi, faktor 
geografis dan jumlah pengungsi berdasarkan pengalaman bencana tsunami Aceh-
Nias, zona tersebut ditabulasi dalam tabel IV.1 dan ditunjukkan pada peta 4.2. 
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TABEL IV.1 
ZONA ASAL DAN TUJUAN PERGERAKAN PENDUDUK 
PADA SAAT BENCANA 
 
ZONA ASAL ZONA TUJUAN 
NOTASI DAERAH NOTASI LOKASI PENGUNGSIAN 
1 Panomboman, Pintuangin A Pegunungan  
Jl. Oswald Siahaan 
2 Ketapang B TVRI 
3 Simare-mare C Simare-mare dolok, dan 
Torsimarbarimbing 
4 Sibolga Julu  D Gereja HKBP, Lobu, 
Jl. M Panggabean 
5 Kota Baringin E Jl. Tarutung 
6 Pasar Baru F Tangga Seratus dan 
Gunung AIDO 
7 Pasar Belakang  G Santeong 
8 Pancuran Gerobak  H Gunung Pancuran Kerambil
Jl. SM Raja 
9 Pancuran Pinang I Gunung Pancuran Dewa 
Jl. Murai 
10 Pancuran Kerambil J Gunung Aek Manis, 
Jl. SM Raja 
11 Sekitar Pelabuhan baru K MAN,  
Jl. Sudirman 
12 Pancuran Dewa  L Aek Parombunan,  
Jl. EE Sigalingging 
13 Aek Manis M Sarudik, Tapanuli Tengah 
14 Aek Habil dan Aek 
Parambunan 
- - 
15 Aek Muara Pinang - - 
 Sumber: Penulis, 2006 
 
Data pergerakan penduduk yang diperoleh dari kuesioner ditabulasi 
dalam Matriks Asal Tujuan pada saat bencana. Matrisk Asal Tujuan pada saat 
bencana merupakan matriks berdimensi dua yang berisi informasi mengenai 
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besarnya pergerakan penduduk antar lokasi (zona) dari zona asal menuju ke zona 
aman (tujuan). Zona asal pergerakan disajikan dalam baris matriks dan zona tujuan 
pergerakan disajikan kolom sehingga sel matriks menunjukkan besarnya arus dari 
zona asal ke zona tujuan. Besarnya arus menunjukkan besarnya pergerakan 
penduduk pada saat bencana. 
TABEL IV.2 
MATRIKS ASAL TUJUAN PADA SAAT BENCANA 
 
ZONA  TUJUAN  
A B C D E F G H I J K L M 
1 8 11            
2  8 3 1 1         
3 2 3 24 4 4 3        
4   1 15 12         
5   1 4 16 5        
6    2 3 5      1  
7     8 6 7   1 1   
8    3 7 8 9 2  1    
9    1 2 2  8  4 4 5 1 
10   1 1 2 2 2 6 1 2    
11    1 3    1 3 6 2  
12    3 3  2 18 1 2 6 1  
13        2 5 16 13 7 2 
14          1 30 8 1 
ZO
N
A
  A
SA
L 
15         1 3 11 10 3 
    Sumber: Penulis, 2006 
 
Arus pergerakan pada MAT saat bencana menunjukkan bahwa 
pergerakan penduduk pada saat bencana terjadi adalah tidak teratur. Hal ini karena 
masyarakat belum memahami tujuan zona aman terdekat dan rute terpendek yang 
dapat dilalui dengan waktu tempuh tercepat. 
Berdasarkan MAT di atas, arus pergerakan yang besar terlihat pada zona 
14-K sebesar 30 dan zona 3-C sebesar 24. Zona asal 14 merupakan daerah Aek 
Habil dan Aek Muara Pinang yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Zona ini 
dekat dengan zona aman K dengan akses jalan raya yang baik, selain itu pada zona 
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aman K terdapat sekolah yang dapat dipergunakan sebagai lokasi pengungsian. 
Zona asal 3 merupakan daerah Simare-mare, zona aman terdekat dengan akses 
jalan yang memadai adalah Zona C. Pada zona C banyak permukiman penduduk 
di pegunungan yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengungsian sehingga 
masyarakat zona asal 3 lebih banyak memilih zona aman C. Dengan demikian, 
pemilihan zona tujuan pergerakan oleh penduduk didasarkan pada akses jalan 
menuju zona tujuan dan ketersediaan tempat pengungsian yang ada di zona aman. 
4.1.2 Pola Pergerakan Pada Saat Bencana 
Setiap penduduk yang melakukan pergerakan pada saat bencana mencoba 
mencari rute terbaik yakni waktu perjalanan paling singkat dengan menggunakan 
moda transportasi yang ada. Proses pergerakan penduduk pada saat bencana 
menghasilkan suatu pola rute arus pergerakan meski pergerakannya tidak dapat 
dikatakan berada dalam keadaan rute yang terbaik dengan waktu terpendek. Pola 
pergerakan masyarakat Kota Sibolga pada saat bencana ditunjukkan pada peta 4.3. 
Rute terbaik dengan waktu terpendek dianggap dapat ditempuh bila tidak 
terjadi kepanikan pada saat bencana. Rute terbaik tersebut harus sudah sudah 
disosialisasikan sebagai upaya mitigasi bencana. Jaringan jalan sebagai rute untuk 
mitigasi bencana harus dilengkapi dengan rambu-rambu bencana agar pergerakan 
masyarakat teratur dan terarah sesuai dengan rute bencana yang sudah ditetapkan 
menuju lokasi penyelamatan diri. Pola pergerakan yang teratur akan mengurangi 
kemacetan lalu lintas sehingga waktu tempuh menuju tempat aman menjadi sangat 
singkat. 
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Dalam keadaan panik, masyarakat harus memilih moda angkutan dan rute 
perjalanan yang dilalui menuju zona yang aman dari bencana. Rute perjalanan 
tersebut tidak bisa dijadikan pola rute yang stabil karena sangat dipengaruhi oleh 
faktor non teknis seperti persepsi dan preferensi masyarakat terhadap bencana, 
keakuratan informasi bencana, dan menajemen bencana.  
Perbedaan tanggapan masyarakat terhadap faktor non teknis tersebut 
mengakibatkan perbedaan zona tujuan sebagai tempat aman meski bergerak dari 
zona asal yang sama. Perbedaan tersebut juga mengakibatkan perbedaan rute yang 
yang dilalui masyarakat meskipun berasal dari zona yang sama dan menuju zona 
tujuan yang sama. Ketidakteraturan rute perjalanan pada saat bencana karena tidak 
adanya faktor tersebut di atas mengakibatkan waktu tempuh menuju tempat aman 
menjadi lebih lama dari semestinya.  
Pergerakan masyarakat pada saat bencana harus didistibusikan secara 
proporsional berdasarkan kapasitas ruas jalan dan kepadatan penduduk pada setiap 
zona asal serta daya tampung ruang publik sebagai tempat penampungan 
pengungsi. Akibat ketidakteraturan pada saat bencana terjadi penumpukan massa 
di beberapa titik ruas jalan yakni ruas jalan yang dipergunakan sebagai tempat 
penyelamatan ataupun tempat istirahat sementara akibat kelelahan dan kepanikan. 
Titik penumpukan massa lainnya adalah di persimpangan jalan, akibat 
keterbatasan kapasitas persimpangan dan ketidakteraturan pergerakan masyarakat. 
Fenomena pergerakan pada saat bencana, untuk meminimalkan waktu 
dan menghindari kemacetan maka masyarakat mencari dan melewati jalan-jalan 
kecil (jalan tikus) yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Upaya ini akan 
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memperpendek rute yang dilalui sehingga waktu tempuh lebih cepat. Pada daerah 
pegunungan, penduduk tidak hanya menempuh jalan setapak dan “jalan tikus” 
yang sudah ada di pegunungan tersebut namun juga menerobos semak belukar. 
Selain jalan lingkungan di pegunungan, bagi masyarakat yang berada di 
permukiman nelayan di sekitar pantai harus melalui jalan kayu di atas permukaan 
laut yang sebagian besar dalam kondisi yang sangat parah. Pada beberapa ruas 
jalan kayu sudah hampir runtuh karena kayu sudah mulai rapuh. Kondisi jalan 
kayu yang memprihatinkan akan sangat memperlambat laju pergerakan 
masyarakat menuju tempat aman. Jalan tersebut merupakan jalan lingkungan dari 
rumah penduduk yang berada di atas permukaan laut menuju jalan lokal kota.  
    
 
GAMBAR 4.8 
JALAN SETAPAK PERBUKITAN DAN JALAN KAYU SEBAGAI RUTE 
PENYELAMATAN 
 
Pemilihan rute dipengaruhi oleh kondisi fisik jalan akibat gempa yang 
terjadi sebelum tsunami dengan kekuatan yang besar. Gempa yang berkekuatan 
besar tersebut mengakibatkan retak pada beberapa ruas jalan. Gempa yang terjadi 
juga berakibat pada runtuhnya beberapa bangunan. Runtuhan bangunan yang 
berada di dekat jalan akan menutupi jalan raya dan menghambat laju pergerakan 
masyarakat pada ruas jalan tersebut. Kerusakan fisik akibat gempa akan mengubah 
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rute perjalanan masyarakat yang sudah direncanakan sebelum mereka melakukan 
pergerakan penyelamatan. Perubahan rute tersebut jelas akan memperlambat 
waktu tempuh masyarakat menuju lokasi aman. 
   
 
GAMBAR 4.9 
DAMPAK GEMPA PADA RUAS JALAN 
 
4.2 Analisis Pengembangan Jaringan Jalan Pada Kota Yang Rawan 
Bencana Gempa dan Tsunami 
Interval waktu untuk menyelamatkan diri sangat singkat maka pergerakan 
masyarakat dari tempat asal pada saat gempa terjadi menuju tempat tujuan harus 
didukung oleh prasaran tansportasi yang baik. Oleh karena itu, harus 
dikembangkan jaringan jalan yang memiliki kapasitas dan aksesibilitas jalan yang 
tinggi sehingga korban jiwa dan kerugian materi akibat bencana dapat 
diminimalkan.  
Selain pengembangan jaringan jalan maka usaha sosialisasi dan simulasi 
pergerakan masyarakat perlu dilakukan agar mengurangi ketidakteraturan 
pergerakan masyarakat pada saat bencana. Ketidakteraturan rute pergerakan 
menyebabkan penumpukan masyarakat pada titik-titik ruas jalan dan 
persimpangan jalan yang berakibat terjadinya kemacetan dan antrian sehingga 
waktu tempuh menuju tempat aman lebih lambat.   
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4.2.1 Konsep Pengembangan Jaringan Jalan Pada Kota Yang Rawan 
Bencana Gempa dan Tsunami Berdasarkan Literatur 
Konsep pengembangan jaringan jalan pada kota yang rawan bencana 
gempa dan tsunami adalah meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jalan dari 
zona asal pergerakan menuju zona tujuan dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk 
meminimalkan korban jiwa dan kerugian materi. Tingkat kemudahan 
penyelamatan diri sebagai upaya mitigasi bencana bergantung pada tingkat 
kepadatan penduduk, ketersediaan jaringan jalan dan ketersediaan moda angkutan 
serta perilaku masyarakat pada saat melakukan pergerakan. 
Pada kota pantai yang memiliki pola jaringan jalan berbentuk grid yang 
memiliki kepadatan tinggi tingkat kemudahan dalam mitigasi sangat sulit hal ini 
disebabkan pada setiap persimpangan menjadi titik-titik kemacetan karena 
penuhnya kendaraan dari setiap blok-blok bangunan yang akan melalui siku jalan 
dan memperlambat laju kendaraan, seperti yang telah ditunjukkan pada gambar 
2.6. Demikian juga sebaliknya untuk kawasan yang berkepadatan rendah tingkat 
mitigasinya lebih mudah karena kepadatan lalulintas relatif lebih kecil. 
Kemudahan dalam proses mitigasi turut menentukan tingkat resiko dan korban 
yang ditimbulkan ketika suatu daerah dilanda bencana.                               
Pada kawasan dengan tingkat kepadatan yang tinggi maka diperlukan 
jaringan-jaringan jalan yang saling menghubungkan dan memberikan 
kemungkinan pergerakan lebih dari satu jalur menuju tempat evakuasi dengan 
mengembangkan jalur alternatif. Jalur alternatif berguna untuk mengurangi arus 
lalu lintas yang melalui suatu ruas jalan. Secara khusus jalur ini sangat bermanfaat 
pada kawasan dengan tingkat kesulitan proses evakuasi yang tinggi.    
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Rute evakuasi dengan memanfaatkan jalur alternatif diterapkan di Hilo, 
Hawai, ditunjukkan pada gambar 4.10. Rute alternatif ini pada kondisi nomal tidak 
digunakan dan hanya dibuka bilamana terjadi gempa dan ada kemungkinan  
bahaya tsunami. Dengan adanya jalur alternatif tersebut maka pergerakan 
masyarakat dapat didistribusikan berdasarkan kapasitas jalan yang ada sehingga 
tidak menumpuk pada satu ruas jalan untuk memudahkan proses evakuasi. . Jalur-
jalur jalan untuk mitigasi perlu disesuaikan dengan struktur bangunan yang ada 
sehingga masyarakat dapat mengamankan diri dengan cepat (Darwanto, 2005). 
 
 
GAMBAR 4.10 
RUTE EVAKUASI DENGAN MEMANFAATKAN JALUR ALTERNATIF 
DI HILO, HAWAI (PART II) 
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Pelebaran jalan-jalan di daerah perkotaan yang memiliki kepadatan tinggi 
untuk memudahkan proses evakuasi (Coburn, et.al, 1994). Selain pelebaran jalan 
maka perlu adanya jalan-jalan baru dari daerah perkotaan yang memiliki 
kepadatan tinggi menuju tempat-tempat yang aman. Jalan tersebut merupakan 
jalan koridor dari pusat kota yang dapat mengurangi titik-titik kemacetan di 
persimpangan jalan akibat pola jaringan jalan yang berbentuk grid dan kelebihan 
kapasitas jalan.  
Jaringan jalan pada kota yang rawan bencana gempa dan tsunami 
sebaiknya direncanakan sebagai satu kesatuan dengan RUTR kota. Rencana tata 
ruang tersebut mengarah pada kelancaran evakuasi serentak dan besar-besaran 
dengan pola jaringan radial yang lebar dan dilengkapi jalan lingkar yang berlapis-
lapis. Kota yang rawan bencana harus ditata ulang dengan jaringan jalan yang 
mengarah upaya mitigasi masal yaitu pola menyebar ke arah dataran tinggi 
dengan jalan raya radial yang dilengkapi jalan lingkar (Soehartono, 2005).  
Untuk memudahkan sirkulasi upaya pergerakan maka setiap ruas jalan 
menuju tempat penyelamatan harus dilengkapi dengan rambu-rambu bencana. 
Rambu bencana akan menunjukkan arah dan rute pergerakan menuju tempat 
aman. Rute tersebut berguna untuk mendistribusikan arus lalu lintas sesuai dengan 
kapsitas ruas jalan yang dilalui. Keberadaan rambu dan jalur penyelamatan harus 
dipahami masyarakat melalui upaya sosialisasi dan simulasi pergerakan bila 
terjadi bencana. Simulasi akan memperlihatkan kesiapan masyarakat dalam 
menghadapi bencana yang tidak tahu kapan akan terjadi sehingga akan 
memudahkan masyarakat dalam melakukan evakuasi bila terjadi bencana.  
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4.2.2 Model Pengembangan Jaringan Jalan Pada Kota Yang Rawan Bencana 
Gempa dan Tsunami 
Pengembangan jaringan jalan pada kota bencana adalah untuk 
meminimalkan waktu yang ditempuh masyarakat dari zona asal pada saat bencana 
menuju zona yang tujuan yang aman dari bencana. Waktu tempuh pergerakan dari 
zona asal menuju zona aman sangat bergantung pada panjang jalan yang dilalui, 
lebar jalan, moda angkutan yang digunakan, dan hambatan samping. Waktu 
tempuh merupakan waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk bergerak dari zona 
asal menuju zona tujuan pada saat bencana. Waktu tempuh bencaca merupakan 
oleh waktu tempuh pada saat normal dan selisih waktu yang terjadi akibat adanya 
bencana sesuai dengan persamaan berikut ini. 
Waktu tempuh bencana = Waktu tempuhnormal + Selisih waktu bencana                    (4.1) 
Waktu tempuhnormal merupakan waktu tempuh yang dibutuhkan  pada saat 
kondisi normal. Waktu tempuh pada kondisi normal terdiri dari waktu pelayanan 
(waktu tempuh pada kondisi tidak ada kendaraan pada jalan tersebut) dan tundaan 
pada arus tertentu. Hubungan waktu tempuh tersebut ditunjukkan pada persamaan 
berikut ini. 
Waktu tempuh normal = Waktu pelayanan + tundaan                                          (4.2) 
Sesuai dengan persamaan waktu tempuh oleh Davidson, waktu tempuh secara 
matematis dirumuskan: 
Waktu tempuhnormal  = To 
⎥⎥
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⎦
⎤
⎢⎢
⎢⎢
⎣
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−
−−
C
Q
C
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1
)1(1
                                                          (4.3) 
Yang mana: 
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T0 = waktu tempuh saat arus 0 (mnt) 
Q = arus lalulintas (smp/mnt) 
C = kapasitas (smp/mnt) 
a = indeks 
Selisih waktubencana merupakan selisih waktu yang disebabkan oleh suatu 
rangkaian kemacetan akibat pergerakan masyarakat yang tidak teratur pada saat 
bencana dengan volume arus lalu lintas maksimum dan keterbatasan ketersediaan 
pelayanan jaringan jalan. Waktu tempuhbencana diperoleh melalui survei masyarakat 
Kota Sibolga. Berdasarkan survei data pergerakan penduduk Kota Sibolga pada 
saat bencana dilakukan analisis regresi linier. Dari hasil analisis regresi linier 
menggunakan program SPSS 12 maka diperoleh model persamaan Waktu 
tempuhbencana.  
Variabel yang mempengaruhi waktu tundaan pada saat bencana adalah 
nilai/kondisi fisik jaringan jalan yakni lebar  dan panjang jalan, besarnya kapasitas 
jalan, dan waktu pelayanan jalan. Setelah melakukan analisis regresi linier 
diperoleh persamaan regresi, secara matematis persamaan regresi linier tersebut 
sebagai berikut. 
Selisih waktubencana = 11,279 – 0,329 L +  0,002 P                                                      (4.4) 
Yang mana: 
L = Lebar jalan (m) 
P = Panjang jalan (m) 
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Perhitungan waktu tempuh pada saat bencana ditentukan dengan 
persamaan 4.5 berikut. Dengan substitusi persamaan (4.3) dan (4.4) ke persamaan 
(4.1) maka diperoleh: 
Waktu tempuhbencana = To 
⎥⎥
⎥⎥
⎦
⎤
⎢⎢
⎢⎢
⎣
⎡
−
−−
C
Q
C
Qa
1
)1(1
 + [11,279 – 0,329 L + 0,002 P]       (4.5)                            
Berdasarkan persamaan di atas maka untuk meminimalkan waktu dapat 
dilakukan dengan meningkatkan nilai  L (lebar jalan), TQ (waktu pelayanan pada 
saat arus Q), T0 (waktu pelayanan pada saat arus 0). Selain itu,  untuk 
meminimalkan waktu dapat dilakukan dengan memperkecil nilai Q (arus lalu 
lintas), dan P (panjang jalan).  
Peningkatkan nilai L (lebar jalan), TQ (waktu pelayanan pada saat arus Q) 
dapat dilakukan melalui pengembangan fisik jaringan jalan dan mengurangi 
gangguan samping jalan dengan melakukan pelebaran jalan. Untuk memperkecil 
nilai Q (arus lalu lintas) dapat dilakukan dengan membuka jaringan jalan baru dari 
pusat-pusat permukiman sebagai zona asal pergerakan menuju zona aman dan 
mendistribusikan pergerakan secara proporsional berdasarkan kapasitas jaringan 
jalan sehingga akan mengurangi arus lalu lintas yang melalui jaringan jalan 
tersebut.  
Untuk memperkecil nilai P (panjang jalan) dilakukan dengan mencari rute 
terpendek dari zona asal pergerakan menuju zona aman, dengan mencari rute 
terpendek maka waktu tempuh menuju zona aman akan semakin cepat. Selain 
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faktor-faktor di atas, faktor lain yang dapat mempengaruhi waktu tempuh 
penyelamatan adalah faktor sosial ekonomi masyarakat.  
Tundaan saat bencana juga diakibatkan oleh kurang tersedianya prasarana 
jalan bagi pejalan kaki (trotoar). Trotoar memang belum mendapat perhatian dari 
Pemerintah Kota yang terbukti dengan minimnya ketersediaan trotoar dan kondisi 
yang juga memprihatinkan. Ruas jalan kota memiliki trotoar dengan lebar rata-rata 
satu meter dan bahkan beberapa ruas jalan tidak memiliki trotoar sehingga pejalan 
kaki harus berjalan pada jalan raya. Trotoar yang ada pada beberapa ruas jalan 
sudah beralih fungsi menjadi tempat PKL dan parkir kendaraan. Dengan kondisi 
yang sedemikian rupa maka pada saat bencana para pejalan kaki akan 
memanfaaatkan jalan raya sebagai prasarana pergerakan yang mengakibatkan 
terhambatnya pergerakan para pengguna keandaraan. 
Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tempuh 
pergerakan pada saat bencana sebagaimana dibahas di atas maka dibuat skenario 
pengembangan jaringan jalan pada kota yang rawan bencana gempa dan tsunami 
dengan studi kasus Kota sibolga. Skenario tersebut memuat beberapa 
kemungkinan yang bisa dilakukan pada kota yang rawan bencana gempa dan 
tsunami dengan memperhatikan kondisi jaringan jalan eksisting.  
4.2.3 Skenario Pengembangan Jaringan Jalan Pada Kota Yang Rawan 
Bencana Gempa dan Tsunami 
Beberapa skenario yang mungkin diterapkan dalam pengembangan 
jaringan jalan pada kota yang rawan bencana gempa dan tsunami berdasarkan 
analisis yang sudah dibahas di atas sebagai berikut: 
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1. Pelebaran ruas jalan dan radius persimpangan di daerah perkotaan 
yang memiliki kepadatan tinggi  
Pelebaran ruas jalan perkotaan akan meningkatkan kapasitas jalan dan 
mengurangi waktu pelayanan. Peningkatan kapasitas jalan akan meningkatkan 
arus lalu lintas yang dapat melewati ruas jalan tersebut sehingga waktu yang 
diperlukan untuk mengevakuasi penduduk dari zona yang rawan bencana ke zona 
yang aman akan lebih cepat.  
Pelebaran ruas jalan ke sebelah kiri dan kanan jalan sangat mungkin 
dilakukan sebagai upaya pengembangan jaringan jalan perkotaan. Pelebaran jalan 
tersebut secara fisik harus didukung oleh ketersediaan lahan yang memadai di 
sebelah kiri dan kanan ruas jalan. Pelebaran jalan tersebut dapat mengubah tata 
guna lahan dan alih fungsi lahan serta mengubah kepemilikan lahan menjadi milik 
publik.  
Pelebaran radius persimpangan jalan akan mengurangi tundaan sepanjang 
ruas jalan dan di sekitar persimpangan akibat perlambatan kendaraan di 
persimpangan pada saat hendak berbelok arah. Pelebaran tersebut memudahkan 
kendaraan yang melalui persimpangan dari berbagai arah yang berseberangan 
menuju ruas jalan yang mengarah ke jalur evakuasi bencana. Pelebaran jalan dan 
pelebaran radius persimpangan jalan akan memudahkan proses pergerakan 
masyarakat menuju tempat penyelamatan pada saat bencana.  
2. Pengembangan jalan koridor dari pusat kota dan pusat permukiman 
sebagai jalur alternatif 
Jaringan jalan yang saling menghubungkan dan memberikan 
kemungkinan pergerakan lebih dari satu jalur menuju tempat evakuasi dengan 
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mengembangkan jalur alternatif yang merupakan jalan koridor dari pusat-pusat 
permukiman dapat mengurangi titik-titik kemacetan di persimpangan jalan akibat 
pola jaringan jalan yang berbentuk grid dan kelebihan kapasitas jalan.  
Jalan koridor akan mengurangi beban arus lalu lintas yang melalui suatu 
ruas jalan. Beban yang harus ditampung oleh ruas jalan eksisting sebagian dapat 
didistribusikan melalui jalur alternatif ini. Pendistribusian ini akan mempercepat 
proses mitigasi bencana dari suatu zona rawan dengan kepadatan penduduk yang 
tinggi. Pembangunan jalan koridor dari pusat-pusat permukiman akan 
mengakibatkan perubahan tata guna lahan perkotaan. Dengan adanya jalan koridor 
tersebut maka lahan di sekitar ruas jalan akan akan berubah fungsi.  
Pengembangan jalur alernatif dapat juga dilakukan dengan membangun 
jalan lingkar dari  sepanjang tepi pantai langsung menuju kawasan perbukitan. 
Jalan ini sebagai jalur alternatif bagi penduduk yang bermukim di sekitar pesisir 
pantai untuk bergerak menuju lokasi penyelamatan. Jalur alternatif ini sangat 
membantu untuk mengurangi arus pergerakan penduduk yang berasal dari zona  
pesisir pantai dan bergerak melalui pusat kota sehingga akan mempercepat proses 
evakuasi menuju tempat aman. Jalur ini juga akan mengurangi arus lalu lintas 
pada ruas jalan pusat kota akibat pergerakan penduduk yang berasal dari kawasan 
pesisir pantai.  
Jalur alternatif sepanjang tepi pantai selain untuk jalur evakuasi juga 
dapat dipergunakan sebagai peredam gelombang tsunami. Konstruksi jalur 
alternatif yang tahan terhadap terpaan gelombang tsunami dengan ketinggian jalan 
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lebih dari tiga meter di atas permukaan laut akan sangat baik untuk mengurangi 
dampak yang ditimbulkan tsunami.  
3. Peningkatan/pelebaran jalan lingkungan di kawasan permukiman 
pesisir pantai dan jalan-jalan di pegunungan 
Sebagian besar penduduk yang paling rawan terhadap ancaman bencana 
tsunami adalah penduduk yang berada di kawasan pesisir pantai. Untuk 
memudahkan proses pergerakan masyarakat menuju tempat penyelamatan bagi 
masyarakat yang berada di pesisir pantai maka diperlukan jalan lingkungan yang 
layak dari permukiman. Kapasitas jalan yang sangat kecil mengakibatkan hanya 
sedikit arus lalulintas yang bisa melaluinya. Permukiman yang berada di atas 
permukaan air laut belum memiliki jalur sirkulasi yang layak sehingga sangat 
menghambat kelancaran pergerakan penduduk pada saat bencana.  
Penduduk pada kawasan pesisir akan menempuh jarak yang lebih jauh 
untuk sampai di tempat aman yang berada di kawasan pegunungan. Oleh karena 
itu jaringan jalan yang dilalui harus bisa ditempuh dengan waktu yang sangat 
singkat. Kapasitas jalan lingkungan juga harus besar karena kawasan pesisir pantai 
tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi.  Dengan kepadatan penduduk yang 
tinggi maka dibutuhkan jalan lingkungan yang memadai untuk mempercepat 
pergerakan penduduk pada saat bencana.  
Pada kondisi normal, jalan lingkungan di pesisir pantai dan di atas 
permukaan air laut berfungsi sebagai jalur sirkulasi agar memudahkan penduduk 
(nelayan) mengangkut hasil tangkapan untuk dipasarkan. Sebagai satu-satunya 
jalur sirkulasi maka jalan tersebut digunakan semaksimal mungkin sebagai jalur 
sirkulasi untuk semua aktivitas sehari-hari.  
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Lokasi tujuan penyelamatan penduduk yang dianggap aman sebagai 
upaya mitigasi bencana berada di kawasan yang lebih tinggi yakni 
pegunungan/perbukitan. Lokasi pegunungan/perbukitan tersebut dihubungkan oleh 
jalan setapak menuju ruang terbuka di pegunungan. Pada beberapa daerah 
pegunungan yang difungsikan sebagai kawasan wisata, kondisi jaringan jalan 
menuju lokasi tersebut ada pada kondisi yang lebih memadai.  
Jalan setapak di lokasi pegunungan tersebut tidak mampu menampung 
dan melayani pergerakan penduduk menuju lokasi pegunungan. Jalan setapak 
yang sudah ada dapat ditingkatkan menjadi jalan aspal maupun dilebarkan untuk 
meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas jalan. Peningkatan/pelebaran jalan 
setapak tersebut harus dikaji kelayakannya untuk mengetahui dampak ekologi 
yang ditimbulkan mengingat kemiringan lereng dan jenis tanah yang mudah 
longsor pada kawasan pegunungan.  
4. Pelebaran jalan trotoar untuk pejalan kaki 
Keterbatasan kemampuan dan lemahnya daya beli menyebabkan 
kepemilikan kendaraan bermotor hanya bagi masyarakat yang mampu. Sebagian 
besar masyarakat menggunakan transportasi umum dan berjalan kaki untuk 
melakukan perjalanan. Pada saat bencana, karena tidak memiliki sarana angkutan 
maka kebanyakan pergerakan sebagai upaya mitigasi dengan berjalan kaki. 
Kondisi eksisting jalan trotoar perkotaan belum mampu mendukung 
pergerakan massal penduduk secara serentak pada saat bencana. Hal ini 
dikarenakan ukuran dan kapasitas trotoar yang belum memadai. Selain itu, 
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banyaknya terjadi alih fungsi trotoar sebagai sarana kegiatan ekonomi bagi PKL 
dan juga difungsikan sebagai tempat parkir.  
Oleh karena pergerakan sangat banyak sementara ketersediaan jalan 
trotoar terbatas maka para pejalan kaki memanfaatkan jalan raya sebagai ruang 
tempat melakukan perjalan bagi pejalan kaki. Pejalan kaki tersebut menjadi 
hambatan bagi para pengguna kendaraan bermotor dalam melakukan pergerakan 
melalui jalan raya.  
Pelebaran jalan trotoar bagi pejalan kaki yang mampu menampung 
pergerakan penduduk pejalan kaki berguna untuk mempermudah pergerakan 
pejalan kaki dan juga akan memperlancar pergerakan para pengguna kendaraan 
bermotor dengan berkurangnya hambatan pergerakan. Pelebaran trotoar bagi 
pejalan kaki harus diikuti juga budaya pejalan kaki untuk berjalan ditempat 
semestinya dan pemerintah harus tegas mengawasi penggunaan trotoar agar tidak 
terjadi alih fungsi sebagai kawasan PKL, parkir, dan lain-lain. 
5. Kombinasi  
Pengembangan jaringan jalan dengan skenario kombinasi bertujuan untuk 
mencari skenario terbaik yang merupakan gabungan dari beberapa skenario yang  
telah diuraikan terdahulu. Pengembangan jaringan jalan sangat tergantung pada 
kondisi fisik kota, tata guna lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat 
perkotaan sehingga untuk memilih skenario terbaik harus mempertimbangkan 
faktor-faktor tersebut.  
Penerapan sebuah skenario pengembangan secara kaku dan baku sesuai 
dengan model pengembangan kemungkinan akan sulit dilaksanakan. Oleh karena 
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itu, beberapa skenario terdahulu bisa dikombinasikan untuk menghasilkan 
pengembangan jaringan jalan yang paling baik pada suatu kota. Kombinasi 
dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan jaringan jalan dan 
kemungkinan terlaksananya skenario pengembangan tersebut.  
4.2.4 Skenario Terpilih 
Kendala-kendala yang akan dihadapi dalam pengembangan jaringan jalan 
perkotaan sangat beragam sehingga skenario yang dipilih dengan meminimalkan 
kendala yang menghambat pengembangan jaringan jalan sehingga akan diperoleh 
hasil pengembangan yang maksimal. Kepadatan penduduk yang tinggi dan 
pemanfaatan lahan perkotaan sudah sangat maksimal khususnya di pusat-pusat 
permukiman dan daerah pesisir pantai sehingga dalam pelaksanaan pengembangan 
jaringan jalan akan menemui beberapa kendala.   
Skenario yang dipilih dengan meminimalkan kendala yang dihadapi 
adalah skenario yang kelima yakni pengembangan jaringan jalan dengan skenario 
kombinasi. Skenario kombinasi dipilih karena karakteristik kota yang sangat 
beragam baik karakteristik kondisi fisik maupun sosial ekonomi masyarakat 
perkotaan.  
Bila pengembangan jaringan jalan dengan skenario kombinasi maka dapat 
dilakukan beberapa kombinasi skenario yang memungkinkan. Pada kawasan yang 
masih memungkinkan untuk pelebaran jalan yakni masih ada ruang kosong di 
sekitar tepi jalan ataupun lahan yang bisa dibebaskan untuk jalan maka disana 
akan dilaksanakan pelebaran jalan. Bila pelebaran jalan tidak memungkin maka 
dapat dipilih alternatif skenario yang sesuai dengan tiap-tiap kawasan. 
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Pengembangan jaringan jalan tersebut memperhatikan kondisi eksisting jaringan 
jalan sehingga jaringan jalan eksisting dapat tetap dimanfaatkan.  
Dalam pelaksanaan pelebaran jalan dan persimpangan jalan, pemerintah 
akan menghadapi kesulitan untuk pekerjaan pelebaran tersebut. Kesulitan yang 
terjadi secara khusus pada kawasan permukiman dan pusat kota karena 
keterbatasan lahan yang tersedia. Kesulitan tersebut disebabkan kepemilikan tanah 
yang berada di sebelah kiri atau kanan jalan merupakan tanah milik pribadi 
masyarakat setempat. Rumah penduduk dan gedung-gedung yang berada di tepi 
ruas jalan berada sangat dekat dengan tepi jalan dan hampir tanpa ada ruang batas 
kosong antara jalan dengan gedung tersebut. Untuk pembebasan tanah tersebut 
akan mendapat reaksi keras dari masyakat pemilik lahan di sekitar ruas jalan.  
Pelebaran jalan hendaknya juga diikuti dengan pelebaran trotoar agar 
pejalan kaki tidak menggunakan jalan raya untuk berjalan. Bila pelebaran jalan 
menemui kendala besar, pelebaran trotoar dapat dilakukan pada daerah yang 
volume lalulintasnya relatif lebih kecil dan pemilikan kendaraan bermotor di zona 
tersebut relatif kecil.  Pelebaran trotoar sebagai tempat pejalan kaki memang tetap 
memerlukan lahan untuk pembangunannya sehingga pemerintah juga harus 
menyiapkan lahan untuk pelebaran trotoar ataupun pembangunan trotoar pada 
jalan yang belum memiliki trotoar. 
Pembukaan jalan baru sebagai jalur alternatif sangat efektif untuk 
mengurangi arus lalu lintas pada ruas jalan eksisting. Pada kota-kota baru, 
pembukaan jalan baru dari pusat kota sangat mungkin untuk dilakukan. Namun 
pada kota dengan kepadatan tinggi, pembukaan jalan baru dari pusat-pusat 
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perkotaan sangat sulit dilakukan mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki oleh 
pemerintah sehingga pemerintah harus membeli lahan yang sudah diperuntukan 
sebagai permukiman atau pusat perdagangan. Pembukaan jalan baru dari pusat-
pusat permukiman dapat dilakukan bila didukung kebijakan yang tegas dari 
pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk pengembangan jaringan 
jalan tersebut. Pembukaan jalan baru akan mengakibatkan alih fungsi lahan dan 
perubahan tata guna lahan. 
Pembangunan jalan baru sebagai jalur alternatif dari tepi pantai yang juga 
merupakan jalan lingkar harus ditinjau aspek ekologi karena dapat mengubah 
ekosistem pantai. Untuk kawasan pantai yang tidak dipenuhi permukiman 
pembangunan jalan lingkar ini merupakan solusi yang baik, namun pada kawasan 
yang dipenuhi permukiman nelayan pembangunan jalan ini dapat ditolak 
masyarakat setempat. 
Kendala dalam pembangunan jalan di permukiman pesisir pantai adalah 
tata letak bangunan eksisting yang tidak beraturan. Ketidakteraturan tersebut 
berakibat tidak teraturnya jalur sirkulasi dari kawasan permukiman pesisir 
tersebut. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang kawasan pantai, penataan 
kawasan permukiman nelayan, tempat pendaratan kapal, penjemuran ikan dan 
lain-lain.  
Pelebaran jalan di pegunungan secara ekonomis tidak menguntungkan 
karena jalan ini jarang dipergunakan sebagai jalur sirkulasi. Faktor ekologis dan 
rawan bencana harus menjadi dasar utama peningkatan jalan di pegunungan. 
Daerah dengan derajat kemiringan tinggi dan tanah rawan longsor hendaknya 
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tidak perlu dilakukan peningkatan status jalan. Namun pada daerah yang relatif 
aman dari bahaya longsor dapat dilakukan peningkatan jalan menjadi jalan setapak 
atau jalan aspal. 
4.3 Perbandingan Kondisi Eksisting Jaringan Jalan Kota Sibolga dengan 
Skenario Terpilih  
Kondisi eksisting jaringan jalan Kota menurut tanggapan responden 
sebanyak 43,65% menyatakan tidak memadai berdasarkan pengalaman penduduk 
yang mengalami kesulitan dalam melakukan pergerakan evakuasi ke tempat aman. 
Kondisi ekisting jaringan jalan Kota Sibolga pada saat perencanaan terdahahulu 
belum mempertimbangkan faktor kerawanan terhadap bencana sehingga fungsi 
jaringan jalan direncanakan hanya untuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat 
tanpa mempertimbangkan fungsi jalan sebagai prasarana dalam upaya mitigasi 
bencana.  
 
 
GAMBAR 4.11 
KONDISI EKSISTING JARINGAN JALAN KOTA SIBOLGA 
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Untuk mempercepat sirkulasi penduduk dari pusat kota pada saat bencana 
sangat tepat bila dikembangkan jalur alternatif. Namun karena kepadatan 
penduduk yang tinggi dan tidak tersedianya lahan kosong untuk pembukaan jalan 
baru maka pengembangan jalan alternatif dari pusat kota sangat sulit untuk 
dilaksanakan. Pengembangan jalan alternatif melalui tepi pantai masih mungkin 
dilakukan hal ini sudah mulai dilakukan di pesisir pantai daerah Pintu Angin. 
Pengembangan jalur tersebut dengan terlebih dahulu melakukan reklamasi pantai 
karena kawasan pesisir pantai sangat padat penduduknya dan banyak aktivitas 
bidang perikanan dan kelautan. 
Kota Sibolga dengan kepadatan penduduk yang tinggi secara khusus pada 
kawasan pusat kota dan permukiman sekitar pesisir pantai sehingga sangat sulit 
untuk melakukan pelebaran jalan dan persimpangan pada pusat kota dan 
permukiman. Rumah penduduk sangat dekat dengan tepi ruas jalan eksisting 
sehingga menjadi kendala pelebaran jalan dan radius persimpangan jalan.  
   
 
GAMBAR 4.12 
RUMAH PENDUDUK DAN AKTIVITAS PERIKANAN MENJADI 
KENDALA PENGEMBANGAN JALAN ALTERNATIF DI TEPI PANTAI 
 
Pelebaran jalan hendaknya juga diikuti dengan pelebaran trotoar. 
Pelebaran trotoar sebagai tempat pejalan kaki memang tetap memerlukan lahan 
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untuk pembangunannya sehingga pemerintah juga harus menyiapkan lahan untuk 
pelebaran trotoar ataupun pembangunan trotoar pada jalan yang belum memiliki 
trotoar. 
   
 
GAMBAR 4.13 
KENDALA PELEBARAN JALAN, TROTOAR DAN RADIUS 
PERSIMPANGAN JALAN 
 
Kondisi eksisting trotoar Kota Sibolga belum mampu mendukung 
pergerakan massal penduduk pada saat bencana karena rata-rata hanya selebar satu 
meter sementara kebanyakan pergerakan penduduk saat bencana dengan berjalan 
kaki. Oleh karena pergerakan sangat banyak sementara ketersediaan jalan trotoar 
terbatas maka para pejalan kaki memanfaatkan jalan raya sebagai tempat berjalan. 
Pejalan kaki menjadi hambatan para pengguna kendaraan dalam melakukan 
pergerakan. Pada sisi lain, terjadi penggunaan trotoar yang tidak semestinya 
sehingga terjadi alih fungsi sebagai kawasan PKL, parkir, dan lain-lain. 
    
 
GAMBAR 4.14 
ALIH FUNGSI TROTOAR 
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GAMBAR 4.15 
PENINGKATAN JALAN SETAPAK MENJADI JALAN ASPAL HARUS 
MEMPERHATIKAN KEMUNGKINAN BAHAYA LONGSOR 
 
Pengembangan jalan di daerah pegunungan dengan melakukan 
peningkatan status jalan setapak menajadi jalan aspal dan jalan ”tikus” menjadi 
jalan setapak sangat perlu dilakukan untuk mempercepat evakuasi ke daerah 
pegunungan yang menjadi tujuan pengungsian oleh sebagian besar masyarakat 
Kota Sibolga. Pengembangan jalan tersebut harus memperhatikan kondisi fisik 
alam dengan kemiringan tinggi dan memperhatikan kemungkinan bahaya longsor 
yang diakibatkan. Kesulitan pelebaran ataupun peningkatan jalan di daerah 
pegunungan adalah status tanah yang kebanyakan merupakan tanah adat sehingga 
perlu pendekatan sosiologis kemasyarakatan sesuai adat setempat. 
4.4 Kebutuhan Pengembangan Jaringan Jalan Kota Sibolga 
Kebutuhan pengembangan jaringan jalan Kota Sibolga diperoleh setelah 
membandingkan antara kondisi eksisting jaringan jalan Kota Sibolga dengan 
skenario terpilih. Pada kawasan pesisir pantai dibutuhkan pengembangan jalan 
lingkungan dari permukiman di pesisir pantai menuju jalan lokal. Hal ini setelah 
memperhatikan kondisi jalan lingkungan dan jalan kayu yang sangat 
memprihatinkan. Ketidakteraturan penataan bangunan dan jaringan jalan 
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lingkungan mengakibatkan terhambatnya pergerakan masyarakat pesisir pantai 
menuju lokasi aman. Kepadatan penduduk yang sangat tinggi pada kawasan ini 
mengakibatkan arus pergerakan pada saat bencana sangat besar sementara 
ketersediaan jaringan jalan tidak memadai. Oleh karena itu, untuk mempercepat 
pergerakan pada saat bencana maka jaringan jalan pada kawasan pesisir harus 
dikembangkan. 
Pada kawasan pesisir yang memungkinkan dapat di bangun jalur 
alternatif dari kawasan tersebut menuju lokasi yang aman. Lokasi yang sudah 
mulai direklamasi adalah kawasan pesisir daerah Ketapang-Pintuangin dengan 
lokasi penyelamatan di Zona B (TVRI). Untuk kawasan pesisir lainnya perlu 
ditinjau dari aspek ekologi dan sosial ekonomi masyarakat untuk pengembangan 
jalur alternatif dari pesisir pantai mengingat kawaan ini adalah kawasan yang 
padat penduduk dan bernilai ekonomi tinggi. 
Pembuatan jalur alternatif dari pusat kota sangat sulit dilakukan 
mengingat keterbatasan lahan yang tersedia. Selain itu, pelebaran jalan juga akan 
mengalami kendala yang sama yakni ketersediaan lahan. Untuk melaksanakan 
pelebaran jalan maka pemerintah harus mengalihfungsikan lahan bangunan di tepi 
jalan menjadi jalan raya. Alih fungsi tersebut memerlukan biaya ekonomi dan 
sosial yang sangat tinggi.   
Pada kondisi normal, jaringan jalan eksisting di pusat kota masih mampu 
melayani pergerakan penduduk untuk melakukan sehari-hari. Pada kondisi 
bencana, ketersediaan jaringan jalan masih memungkinkan untuk menampung 
arus lalu lintas hingga pengendara sampai di tempat tujuan. Hal ini didasarkan 
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bahwa waktu pelayanan jalan pada arus maksimum sebesar Q (TQ) kurang dari 
sepuluh menit bila tanpa ada tundaan yang diakibatkan oleh bencana.  
Tundaan bencana lebih diakibatkan oleh pergerakan pejalan kaki yang 
menggunakan jalan raya. Dengan demikian yang paling dibutuhkan pada kawasan 
perkotaan adalah pengembangan jalan trotoar untuk pejalan kaki. Kebutuhan lahan 
untuk pembangunan jalan trotoar lebih sedikit dibandingkan dengan pembangunan 
jalan raya dan biaya pembangunan lebih kecil. Oleh karena itu, pada kawasan 
perkotaan di lakukan pembangunan/pelebaran trotoar.  
Radius persimpangan jalan yang merupakan titik-titik kemacetan 
hendaknya diperlebar. Kebutuhan pelebaran radius persimpangan jalan pada 
persimpangan yang menghubungkan dengan jalan tempat zona penyelamatan yang 
juga merupakan persimpangan jalan arteri dan jalan kolektor. Kebutuhan yang 
sangat mendesak adalah persimpangan di titik pertemuan Jalan Siswomiharjo-
Jalan DI. Panjaitan, Jalan SM. Raja-Jalan EE. Sigalingging, Jalan SM Raja-Jalan 
Diponegoro dan Jalan DR. FL. Tobing-Jalan DI. Panjaitan seperti ditunjukkan 
pada peta 4.4.  
Kebutuhan pengembangan jaringan jalan di kawasan perbukitan adalah 
pelebaran jalan setapak ataupun peningkatan jalan setapak menjadi jalan aspal. 
Pebangunan jalan aspal di kawasan pegunungan yang telah dilakukan adalah 
pembangunan Jalan Baru Depan AIDO Plaza. Pada kondosi normal, Jalan Baru 
Depan AIDO Plaza jarang dipergunakan mengingat tingkat kelerengan yang 
sangat tinggi dan rawan terhadap longsor serta kurangnya aktivitas yang 
mempergunakan jalan tersebut. Pembangunan jalan aspal dan jalan setapak di 
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kawasan permukiman selama ini dilakukan pemerintah untuk tujuan wisata. Pada 
saat bencana, jalan yang dibangun untuk tujuan wisata berfungsi sebagai jalur 
evakuasi bencana dan ruang publik untuk tujuan wisata dapat dialihfungsikan 
sebagai tempat pengungsian.  
Pada kawasan perbukitan di sepanjang Jalan Oswald Siahaan dapat di 
bangun jalan setapak dan kawasan perbukitan yang juga sebagai perkebunan 
dibangun ruang publik sebagai tempat pengungsian. Pada kawasan Simare-mare 
Dolok sudah dipenuhi oleh permukiman penduduk, selama ini mereka terhubung 
oleh jalan setapak. Rumah-rumah penduduk tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 
tempat pengungsian pada saat bencana sehingga perlu meningkatkan kondisi jalan 
penghubung yang selama ini digunakan.  
Kawasan wisata Torsimarbarimbing yang sudah dihubungkan dengan 
jalan setapak perlu dikembangkan kapasitas jalan penghubung demikan juga 
dengan kawasan wisata Tangga Seratus. Kedua kawasan wisata tersebut menjadi 
tujuan pengungsian pada saat bencana karena lokasi dan rute perjalanan menuju 
kawasan tersebut sudah diketahui oleh publik.  
Kawasan pegunungan di sepanjang Jalan SM Raja dipergunakan sebagai 
lokasi pengungsian. Oleh karena itu perlu jalan lingkungan dari Jalan SM Raja 
menuju pegunungan sehingga masyarakat dapat dengan cepat sampai di 
pegunungan. Pada beberapa jalan setapak yang sudah ada dapat di tingkatkan 
menjadi jalan lingkungan dengan titik pangkal dari Jalan SM Raja. Jalan 
lingkugan tersebut akan mempercepat pergerakan dari Jalan SM Raja menuju 
pegunungan. 
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Pembukaan jalur alternatif baru yang menghubungkan Jalan SM Raja 
menuju Jalan Sudirman dapat dilakukan mengingat sebelumnya sudah ada jalan 
”tikus” yang selama ini sudah digunakan oleh masyarakat setempat. Pembangunan 
jalan alternatif tersebut dapat mengurangi arus lalulintas yang sangat padat melalui 
Jalan EE. Sigalingging menuju  Jalan Sudirman. Untuk pencarian jalur alternatif 
baru pada kawasan pegunungan pemerintah harus aktif bekerja sama dengan 
masyarakat setempat untuk mencari rute terbaik. Masyarakat setempat sangat 
mengenal lokasi dan karakteristik wilayah disekitarnya sehingga partisipasi 
masyarakat akan sangat efektif dalam pengembangan jaringan jalan alternatif.  
 
BAB V 
SIMULASI MODEL JARINGAN JALAN KOTA SIBOLGA 
MENGGUNAKAN NETWORK ANALYST ARCVIEW GIS 
 
 
 
5.1 Konsep Simulasi Model 
Analisis jaringan digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan 
penggunaan jaringan geografi. Pemodelan analisis jaringan menggunakan 
ekstension  Network Analyst (NA) yang merupakan modul dari  ArcView GIS. 
Untuk menggunakan ekstension NA dibuat ”theme” garis yang merupakan data 
jaringan jalan. Dalam pemodelan ini digunakan data eksisting jaringan jalan Kota 
Sibolga yang sudah dibuat dalam file gambar CAD (Computer Aided Drawing). 
Kemudian berdasarkan model pengembangan jaringan jalan pada analisis 
pengembangan jaringan jalan kota yang rawan bencana dilakukan simulasi 
skenario terpilih yakni skenario kombinasi. 
Data eksisting jaringan jalan Kota Sibolga digunakan dalam model 
jaringan jalan sehingga akan menunjukkan kondisi jaringan jalan yang 
sebenarnya. Waktu tempuh dalam melakukan perjalanan pada kondisi normal 
dihitung berdasarkan kecepatan arus bebas dasar dengan tipe jalan 2 lajur tanpa 
pembatas median berdasarkan IHCM 1997 sebesar 42 km/jam dengan 
memperhatikan faktor koreksi kapasitas jalan akibat ukuran kota dengan jumlah 
penduduk kurang dari satu juta jiwa. Dengan demikian waktu tempuh pada 
kondisi normal dalam simulasi lebih cepat daripada kondisi sebenarnya.  
Waktu tempuh pada saat bencana dihitung berdasarkan informasi dari 
masyarakat melalui pengisian data kuesioner responden yang sudah dibahas pada 
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bab empat dengan diperolehnya persamaan (4.5) yakni waktu tempuhbencana. Hasil 
analisis ini pergunakan dalam simulasi model sebagai perhitungan waktu tempuh 
pada saat bencana. Ketepatan waktu tempuh tersebut tidak mutlak karena sesuai 
dengan pengakuan masyarakat dalam mengisi kuesioner bahwa waktu tempuh 
yang mereka lakukan secara pasti tidak diingat karena faktor psikologis yang 
panik pada saat bencana. 
Kondisi perencanaan adalah kondisi yang diharapkan setelah 
pengembangan jaringan jalan atau setelah dilakukan intervensi pada jaringan jalan 
eksisting. Pengembangan jaringan jalan dengan skenario kombinasi 
mengakibatkan intervensi yang dilakukan pada setiap simpul jalan tidak sama. 
Intervensi pada setiap simpul tergantung pada kondisi fisik simpul jalan dan 
lingkungan sosial masyarakatnya. Namun dianggap akan memberikan pengaruh 
yang hampir sama secara keseluruhan pada tiap ruas jalan untuk percepataan 
pergerakan penduduk dari zona asal menuju zona aman.  
Pada kondisi normal rencana, pada jarak yang sama sebelum 
pengembangan jalan akan diperlukan waktu tempuh yang lebih singkat. Hal ini 
dikarenakan kapasitas jalan yang lebih besar sementara hambatan samping 
semakin kecil akibat adanya intervensi pada tiap simpul jalan. 
Pada saat bencana, hambatan samping yang ditimbulkan akibat 
pergerakan pejalan kaki dapat diminimalkan dengan pelebaran jalan maupun 
dengan pembangunan trotoar bagi pejalan kaki sehingga tidak ada pejalan kaki 
yang memanfaatkan jalan raya sebagai prasarana pergerakan. Hal ini sangat 
membantu percepatan pergerakan pejalan kaki dan juga pengguna kendaraan pada 
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saat bencana. Waktu tempuh perencanaan sangat tergantung pada seberapa besar 
pengaruh intervensi setiap simpul jalan dalam pengembangan jaringan jalan 
eksisting. Dengan demikian waktu tempuh pada saat bencana akan lebih cepat 
sampai di zona aman setelah adanya pengembangan jaringan jalan dan secara 
lebih jelas ditunjukkan dalam simulasi model jaringan jalan.  
5.2 Penggunaan  Network Analyst 
Analisis jaringan digunakan sebagai upaya dalam mitigasi bencana untuk 
meminimalkan korban jiwa dan kerugian materi pada kota-kota yang rawan 
bencana gempa dan tsunami di Indonesia secara khusus untuk Kota Sibolga. 
Dengan menggunakan analisis jaringan dapat dicari lokasi penyelamatan yang 
terdekat, rute penyelamatan terbaik, dan ruang lingkup zona penyelamatan. 
Analisis dilakukan berdasarkan jarak dan waktu tempuh yang diperlukan dalam 
melakukan pergerakan dari zona asal menuju ke zona aman pada kondisi normal 
dan pada saat terjadi bencana.  
5.2.1 Pencarian Zona Aman Terdekat 
Tsunami terjadi setelah adanya gempa bumi yang berkekuatan besar dan 
berpusat di bawah permukaan laut. Pada saat diketahui akan terjadi tsunami maka 
setiap masyarakat harus mengerti posisinya berada dan zona penyelamatan 
terdekat agar dapat terhindar dari bencana. Pencarian lokasi terdekat dilakukan 
dengan menggunakan fasilitas ”Pencarian zona aman terdekat” pada menu 
”Analisis jaringan” dalam ArcView GIS. Fasilitas ini akan mencari zona aman 
terdekat, rute yang dapat dilalui, dan waktu tempuh menuju zona aman. 
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Sebagai contoh, penulis berada di rumah dengan alamat Jl. F.L. Tobing 
No. 20 Sibolga hendak mencari zona aman terdekat bila terjadi bencana. Lokasi 
asal pergerakan tersebut ditunjukkan pada layar seperti tampak pada gambar 5.1. 
 
 
GAMBAR 5.1 
PENENTUAN LOKASI ASAL PERGERAKAN 
 
Dengan menggunakan extension NetWork Analyst pilih view ”Rute Kendaraan” 
apabila menggunakan kendaraan dan dipilih view ”Pejalan Kaki” bila dalam 
berjalan kaki. Pada properties pilih keadaan yang dicari seperti gambar 5.2. 
Keadaan yang dipilih adalah salah satu dari waktu tempuh pada kondisi jalan 
eksisting saat normal maupun saat bencana, rencana waktu tempuh setelah 
pengembangan jaringan jalan saat normal maupun bencana. Hasil pencarian 
diketahui zona tempat aman terdekat, rute yang dilalui, dan waktu tempuh menuju 
zona aman yakni Zona D (Gereja HKBP) yang ditunjukkan pada gambar 5.3. 
Lokasi 
asal  
  
112
 
 
GAMBAR 5.2 
PILIH KATEGORI YANG DIINGINKAN 
 
 
 
GAMBAR 5.3 
HASIL PENCARIAN ZONA AMAN TERDEKAT 
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5.2.2 Pencarian Rute Terbaik 
Untuk mencari rute yang terbaik dari zona asal menuju zona tujuan dapat 
dilakukan dengan analisis jaringan sehingga sebelum pergi ke lokasi tujuan, sudah 
diketahui terlebih dahulu rute terbaik yang akan dilalui. Dengan pencarian rute 
terbaik dapat mengetahui jarak tempuh dan waktu yang diperlukan sampai di zona 
tujuan.  
 
 
GAMBAR 5.4 
PENENTUAN LOKASI ASAL DAN TUJUAN PERGERAKAN 
 
Seperti pada pencarian zona aman terdekat, pada kolom properties pilih 
keadaan yang diinginkan. Rute terbaik bisa dipilih berdasarkan waktu tempuh 
ataupun jarak terdekat.  Setelah analisis jaringan dijalankan maka akan diperoleh 
rute terbaik pada layar dari zona asal pergerakan menuju zona tujuan pergerakan 
yang terlihat seperti gambar 5.5.  
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GAMBAR 5.5 
HASIL PENCARIAN RUTE TERBAIK 
 
5.2.3 Pencarian Lingkup Area Zona Aman 
Pencarian lingkup area zona aman bertujuan untuk mengetahui ruang 
lingkup area zona aman dengan mengacu waktu tempuh dari zona asal menuju 
zona aman dari bencana maupun sebaliknya yakni dari zona aman ke lokasi 
lainnya. Waktu tempuh tersebut bisa ditentukan sesuai kebutuhan sehingga akan 
diketahui seberapa jauh ruang lingkup zona aman tersebut. Penentuan waktu 
sebaiknya disesuaikan berdasarkan selang waktu diketahuinya kemungkinan 
terjadinya tsunami. Pencarian ruang lingkup tersebut bisa dilakukan untuk semua 
zona aman secara bersamaan maupun secara bertahap pada masing-masing zona 
aman.  
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Sebagai contoh, menentukan zona aman yang mau dicari lingkup areanya 
yakni zona L (Parambunan). Waktu tempuh yang diperlukan dari dan ke zona 
aman tersebut dapat diatur 10 menit pada isian kolom ”minutes”. Setelah itu akan 
diperoleh lingkup area zona aman pada gambar 5.6. 
     
 
 
GAMBAR 5.6 
PENCARIAN LINGKUP ZONA AMAN 
 
5.3 Manfaat Penggunaan Simulasi Model Jaringan Jalan Kota Sibolga   
Simulasi model jaringan jalan Kota Sibolga sangat bermanfaat dalam 
perencanaan sistem transportasi kota. Simulasi kondisi eksisting jaringan jalan 
saat normal ataupun saat terjadi bencana dapat ditunjukkan pada setiap ruas jalan. 
Dengan simulasi dapat dicari zona aman terdekat, rute terbaik, lingkup area zona 
aman dan dapat menghitung waktu tempuh serta jarak tempuh.  
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Skenario pengembangan jaringan jalan dapat disimulasikan, beberapa 
skenario yang mungkin dapat dicoba dengan simulasi ini sebelum ditetapkan 
skenario terpilih. Skenario terpilih merupakan skenario terbaik setelah 
mempertimbangkan kemungkinan terlaksananya pengembangan jaringan jalan 
dan memberikan dampak terbaik dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Perencanaan sistem transportasi kota dan pengembangan jaringan jalan 
secara bertahap akibat keterbatasan dana pembangunan maupun faktor non teknis 
sangat terbantu dengan simulasi. Dengan simulasi maka dapat ditentukan ruas 
jalan mana yang paling mendesak untuk segera dibangun dan pekerjaan yang akan 
dibangun kemudian secara bertahap, pembangunan yang akan dan sudah 
dilakukan secara bertahap akan disimpan dalam data base jalan.  
Memanfaatkan data base jalan pada model jaringan jalan Kota Sibolga 
sangat bermanfaat dalam mengontrol kondisi jalan dan pemeliharaan jalan. 
Dengan mengontrol pekerjaan pemeliharaan jalan yang secara rutin maupun 
periodik akan dapat menghindarkan dari pekerjaan pemeliharaan yang saling 
tumpa tindih sehingga efisiensi dan efektifitas pembangunan dapat ditingkatkan. 
Simulasi dapat mempermudah pengaturan lalulintas dalam hal penentuan 
jalan searah, jalan tertutup, jalan dengan batasan berat kendaran yang lewat dan 
lain-lain. Pengaturan lalulintas tersebut dapat diuji dalam simulasi sebelum 
diterapkan pada lalulintas yang sebenarnya, hal ini akan mengurangi dampak 
negatif dari pengaturan lalulintas karena tidak perlu coba-coba pada lalulintas 
jalan yang sebenarnya. 
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Dalam upaya pengaturan pergerakan saat bencana dan sosialisasi upaya 
mitigasi bencana simulasi ini akan sangat membantu. Pergerakan masyarakat saat 
bencana dapat disimulasikan dalam upaya pencarian zona aman terdekat, 
pencarian rute terbaik, dan lingkup zona aman. Simulasi pergerakan masyarakat 
dari lokasi mereka berada, dengan model ini dapat ditunjukkan zona tempat aman 
terdekat dan rute yang dilaluinya dengan disertai jarak dan waktu tempuh yang 
dibutuhkan sampai ke zona aman. Sosialisasi yang menunjukkan pergerakan 
grafis secara visual akan lebih mudah untuk dimengerti masyarakat.  
5.4 Batasan Simulasi Model Jaringan Jalan Kota Sibolga   
Simulasi model jaringan jalan Kota Sibolga masih memiliki keterbatasan. 
Keterbatasan simulasi model ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan 
penulis, waktu penelitian, ketersediaan data, dan biaya yang dibutuhkan dalam 
melakukan penelitian. 
Batasan dalam simulasi meliputi fakta yang menyatakan bahwa tidak 
semua ruas jalan terdefinisi dalam kodifikasi jaringan dan kodifikasi 
persimpangan. Pergerakan pada persimpangan tidak dianalisis dan pergerakan 
intrazonal maupun bangkitannya tidak bisa ditunjukkan secara visual.  Bangkitan 
intrazonal pada tiap simpul jaringan jalan yang merupakan arus volume kendaraan 
pada tiap simpul jaringan jalan belum dapat ditunjukkan dalam simulasi ini. 
Keterbatasan data base jaringan jalan dan data kependudukan pada setiap 
simpul jalan mengakibatkan tidak bisa menghitung pencarian rute sesuai dengan 
jumlah penduduk yang memanfaakan masing-masing simpul jalan. Keterbatasan 
penghitungan hambatan samping pada setiap simpul jalan karena setiap simpul 
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jalan memiliki hambatan samping yang tidak seragam. Pencerminan jaringan yang 
resolusinya tinggi akan memberikan hasil yang lebih baik sejalan dengan 
bertambahnya waktu dan biaya untuk mendapatkannya. 
Batasan dalam mendefinisikan waktu tempuh dan persepsi pengendara. 
Tidak semua pengendara mempunyai persepsi yang sama dalam menentukan 
biaya persepsinya. Dalam hal ini, semua pengendara dianggap sama dan 
mempunyai informasi yang sama. Cara lain untuk mengatasinya adalah dengan 
membagi pengendara menjadi beberapa kelas yang dilengkapi dengan biaya 
persepsinya. Selain itu, banyak pengendara sangat dipengaruhi oleh rambu jalan 
dan informasi yang lengkap dalam memilih rute namun model ini masih 
mengabaikan efek ini, pada model ini hanya memperhitungkan rambu jalan satu 
arah, dan jalan yang tertutup untuk kendaraan sesuai dengan kondisi eksisting. 
Arus kendaraan berfluktuasi dalam satu hari berdasarkan waktu. Ini 
menyebabkan model yang dihitung untuk 24 jam menghasilkan waktu tempuh dan 
biaya yang kurang tepat. Biaya setiap simpul jalan akan berubah secara dinamis 
akibat lalulintas sesuai dengan peride puncak atau bukan puncak. 
Faktor topografi maupun elevasi jalan belum dimasukkan dalam simulasi 
ini, hal ini sangat berguna untuk pengembangan simulasi dalam  tiga dimensi. 
Selain itu, kondisi fisik lahan dan tata guna lahan harus dipertimbangkan dalam 
pengembangan simulasi dalam tiga dimensi. Simulasi model tiga dimensi akan 
lebih menunjukkan kondisi nyata daerah yang dimodelkan dengan tingkat resolusi 
yang lebih baik. 
 
BAB VI 
PENUTUP 
 
 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan yaitu:  
1. Pada saat terjadi bencana penduduk bergerak dari zona asal menuju zona 
tujuan penyelamatan yang berada pada daerah yang lebih tinggi yakni 
kawasan pegunungan. Moda pergerakan penduduk terbesar dari zona asal 
menuju zona aman dari bencana dengan berjalan kaki yakni sebesar 
51,6%. 
2. Pada saat tsunami Aceh-Nias hanya 55,9% penduduk Kota Siboga yang 
bisa mencapai tempat penyelamatan kurang dari 15 menit padahal waktu 
evakuasi masyarakat sebelum terjadinya tsunami selama 15 menit 
sehingga diperlukan upaya mitigasi bencana tsunami untuk mempercepat 
pergerakan penduduk yakni dengan pengembangan jaringan jalan.  
3. Pergerakan pejalan kaki menuju tempat aman lebih cepat daripada 
pengguna kendaraan hal ini disebabkan pejalan kaki menggunakan jalan 
raya sebagai prasarana pergerakan sehingga menghambat pergerakan 
pengguna kendaraan yang menggunakan jalan raya. Selain itu, pejalan 
kaki bisa lebih mudah mencari rute terpendek melalui jalan-jalan setapak 
yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan.  
4. Terjadi kemacetan lalulintas dalam melakukan pergerakan sehingga 
memperlambat waktu tempuh menuju zona aman pada saat bencana. 
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Kemacetan terjadi akibat ketidakteraturan dalam lalulintas karena 
kepanikan masyarakat, keterbatasan kemampuan jalan dan trotoar dalam 
menampung pergerakan penduduk pada saat bencana serta perlambatan 
pada setiap persimpangan jalan.  
5. Kondisi eksisting jaringan jalan Kota Sibolga belum mengakomodir upaya 
mitigasi bencana sehingga dibutuhkan pengembangan jaringan jalan Kota 
Sibolga dengan melaksanakan skenario kombinasi. Intervensi akan 
dilakukan pada setiap simpul jalan dengan memperhatikan kondisi 
eksisting dan ketersediaan lahan yang ada untuk pengembangan jaringan 
jalan. Kondisi eksisting dan rencana pengembangan jaringan jalan Kota 
Sibolga disimulasikan dengan menggunakan ekstension Network Analyst 
program  ArcView GIS. 
6. Berdasarkan hasil simulasi bahwa penduduk pada kawasan pantai dapat 
bergerak ke zona aman dalam waktu yang kurang dari 15 menit sehingga 
ada pengurangan waktu tempuh yang signifikan. Dengan dilakukan 
intervensi pada ruas jalan eksisting yakni pelebaran radius persimpangan 
pada jalan yang menghubungkan ke zona aman dan pelebaran trotoar jalan 
kota Sibolga maka penduduk akan aman dari bencana. 
6.2 Rekomendasi  
Hasil penelitian ini direkomendasikan sebagai upaya mitigasi bencana 
untuk meminimalkan korban jiwa dan kerugian materi pada kota-kota yang rawan 
bencana gempa dan tsunami di Indonesia secara khusus untuk Kota Sibolga. 
Rekomendasi juga diberikan untuk penelitian lebih lanjut.  
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Sistem jaringan informasi peringatan dini oleh pemerintah melalui BMG 
dalam menyampaikan informasi kemungkinan tsunami kepada masyarakat sekitar 
10-15 menit setelah gempa terjadi dianggap terlalu lama sehingga waktu evakuasi 
masyarakat sangat singkat. Oleh karena itu, perlu dukungan politik pemerintah 
untuk peningkatan teknologi dan evaluasi dalam sistem informasi peringatan dini 
sehingga masyarakat memiliki waktu lebih lama untuk melakukan evakuasi.   
6.2.1 Rekomendasi Untuk Pemerintah Kota Sibolga 
Hasil penelitian direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan bagi 
Pemerintah Kota Sibolga dalam pengembangan jaringan jalan di Kota Sibolga. 
Skenario pengembangan yang direkomendasikan yakni skenario kombinasi 
dengan melakukan intervensi pada setiap simpul jalan sesuai dengan kondisi 
eksisting jairngan jalan.  
Intervensi yang dapat dilakukan pada ruas jalan untuk pelaksanaan 
skenario kombinasi adalah: 
1. Pada kawasan pesisir pantai dilaksanakan peningkatan atau pelebaran 
jaringan jalan lingkungan yang menghubungkan pergerakan penduduk dari 
permukiman tepi pantai ataupun di atas permukaan laut menuju jalan 
lokal. Sedangkan pada kawasan pegunungan perlu dilakukan 
pelebaran/peningkatan jalan setapak. Pembukaan jalur baru di kawasan 
pegunungan dapat dilakukan sebagai jalur alternatif untuk mengurangi 
arus lalulintas, jalur baru yang dapat dibuat yakni menghubungkan jalan 
SM Raja menuju jalan Sudirman. 
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2. Pembangunan trotoar maupun pelebaran trotoar dilakukan sepanjang jalan 
perkotaan agar pejalan kaki tidak menggunakan jalan raya untuk upaya 
evakuasi, dengan demikian akan mempercepat pergerakan pejalan kaki 
dan pengguna kendaraan menuju tempat aman.  
3. Pelebaran radius persimpangan jalan khususnya persimpangan jalan yang 
merupakan titik pertemuan menuju zona penyelamatan yakni 
persimpangan di sepanjang jalan Oswald Siahaan, Ade Irma, 
Siswomiharjo, Tarutung, dan SM Raja. 
Pengaruh intervensi pada setiap ruas jalan dalam skenario kombinasi 
dapat dilihat secara visual dengan menggunakan simulasi. Oleh karena itu 
direkomendasikan untuk pemanfaatan simulasi model jaringan jalan Kota Sibolga 
dalam perencanaan sistem transportasi kota sehingga perencanaan akan lebih baik 
dan dapat mengetahui pengaruh pengembangan jaringan jalan sebelum 
pembangunannya dilaksanakan. Diharapkan adanya kebijakan Pemerintah Kota 
Sibolga untuk pengembangan jaringan jalan yang mengakomodir upaya mitigasi 
bencana sebagai payung hukum dalam pengembangan jaringan jalan. 
Untuk mengefektifkan pemakaian jaringan jalan pada saat bencana maka 
tujuan dan rute pergerakan penduduk harus diatur agar arus pergerakan bisa 
didistribusikan sesuai dengan kapasitas jalan dan ruang evakuasi yang tersedia. 
Untuk pengaturan tujuan dan rute pergerakan diperlukan adanya rambu-rambu 
evakuasi bencana dan sosialiasinya. 
Selain pihak Pemerintah Kota Sibolga, rekomendasi ini juga ditujukan 
kepada masyarakat Kota Sibolga agar masyarakat memahami zona aman dan rute 
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terdekat menggunakan moda transportasi yang dimiliki sebagai upaya mitigasi 
bencana. Pemahaman akan mitigasi bencana akan mempermudah pergerakan 
masyarakat pada saat bencana sehingga terhindar dari bencana karena masyarakat 
akan mengerti tindakan yang harus dilakukan bila terjadi bencana. Peningkatan 
pemahaman ini dapat dilakukan dengan pembuatan rambu bencana oleh 
Pemerintah Kota Sibolga dan melalui usaha sosialisasi lainnya. 
6.2.2 Rekomendasi Untuk Penelitian Lebih Lanjut 
Mengingat keterbatasan dalam penelitian ini maka direkomendasikan 
penelitian lebih lanjut: 
1. Resolusi penelitian lebih diperinci pada simpul-simpul jalan hingga tingkat 
jaringan jalan lingkungan dengan survei primer untuk mengetahui kondisi 
eksisting jaringan jalan lingkungan baik jalan setapak maupun jalan tanah. 
2. Untuk simulasi model pengembangan jaringan jalan yang lebih baik maka 
sebaiknya simulasi dilakukan dengan tiga dimensi dengan 
mempertimbangkan faktor elevasi dan mengakomodir perubahan pada 
kondisi fisik alam, tata guna lahan, demografi dan sosial ekonomi. Hal ini 
untuk memastikan penggunaan informasi terbaru dan demi efektifnya upaya 
mitigasi bencana. 
3. Keterbatasan daya tahan tubuh manusia dalam melakukan pergerakan pada 
saat bencana dengan berjalan kaki harus dipertimbangkan dalam pemilihan 
zona aman terdekat dan rute yang dilalui yang akan berguna dalam 
penentuan zona aman terdekat bagi pejalan kaki dan pengguna kendaraan 
karena pada zona tertentu dapat ditempuh lebih cepat dengan berjalan kaki. 
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4. Menganalisis pergerakan pada persimpangan dan pergerakan intrazonal 
maupun bangkitannya pada setiap simpul jalan, kemudian disimulasikan dan 
ditunjukkan secara visual.   
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